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MOTTO 
 
                            
                            
Artinya : 
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 
untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita 
yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 Ba B Be 
 Ta T Te 
s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
Jim J Je 
H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
Ra R Er 
Zai Z Zet 
Sin S Es 
Syin Sy Es dan ye 
ix 
 
s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
Fa F Ef 
Qaf Q Ki 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
Nun N En 
Wau W We 
Ha H Ha 
Hamzah ...' ... Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
 
 
 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
 ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
 ...... Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2.  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
xi 
 
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ……. Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
 ……  Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
  ……. Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
2.  Qi>la 
3.  Yaqu>lu 
4.  Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua 
kata itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan 
/h/. 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2.  T{alhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. Rabbana 
2,  Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
 . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
 
 
  
xiii 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena  dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. Akala 
2.  ta'khuduna 
3.  An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
 
 
xiv 
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
  Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Laila Nur Hidayati, NIM 132121040, “ADAT MIDODARENI KARATON 
KASUNANAN SURAKARTA DALAM PANDANGAN DALIL ‘URF .” 
Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada 
perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada 
hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam UU. No 1 tahun 1974 lembaran 
Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut 
di muat di dalam Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019  
yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar. 
Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara pria dan 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Di dalam Islam di sebutkan bahwa akad nikah merupakan mitsaq (perjanjian) 
diantara sepasang suami dan istri. Allah berfirman di dalam surat an-nisa‟ (4) : 21. 
Menurut hukum  adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, 
persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan 
masyarakat yang bersangkutan 
Dalam adat di Karaton kasunanan Surakarta istilah Upacara (bahasa jawa) 
merujuk pada kelengkapan, biasanya berwujud benda-benda seperti kayu, logam, 
tumbuhan, hewan dan lain sebaginya. Jadi istilah upacara dalam bahasa jawa berarti 
bendanya dan bukan acaranya. Istilah jawa lainya untuk upacara ini adalah 
ubarampe. Selanjutnya istilah Tatacara (bahasa jawa) merujuk pada acaranya, urutan 
acara, dan atau prosesinya 
Dari penjelasan diatas rumusanya masalahnya adalah Bagaimana prosesi adat 
Midodareni  di Karaton Kasunanan Surakarta, Bagaimana pandangan dalil „Urf 
terhadap adat Midodareni Karaton Kasunanan Surakarta. 
Midodareni atau malam  midodareni adalah sebutan rangkaian upacara yang 
diadakan di rumah calon mempelai wanita pada malam hari menjelang upacara 
panggih esok harinya. Inti dari acara Midodareni ini adalah malam dimana orang tua 
memberikan wejangan kepada calon mempelai wanita mengenai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kehidupan rumah tangga suami dan istri 
Penelitian ini menggumakan metode deskriptif kualitatif, yang menjelaskan 
tentang Midodareni adat Karaton Surakarta. Data yang diperoleh yakni data-data 
berupa wawancara dan data dokumen dari Karaon Surakarta. Kemudian 
menjelaskannya dalam bentuk uraian kata-kata bukan berupa angka yang selanjutnya 
dipaparkan dalam bentuk laporan yang bersifat analisis 
Dari penelitian ini peneliti menemukan yakni teori dari Anwar Harjono dan 
Rahmat Hakim,  walaupun masih ada beberapa teori juga yang peneliti temukan 
dalam proses penelitian ini. Kemudian dalam Pelaksanaan adat Midodareni adat 
Karaton Kasunanan Surakarta dilaksanakan sesuai adat yang dilaksanakan oleh 
nenek moyang terdahulu. Adat yang telah di terapkan bisa di kaji dengan pandangan 
hukum Islam melalu ilmu Ushul Fikih yaitu „Urf al- s}ah}i<h} dan „Urf al-fas}i>d} 
Kata Kunci :Pernikahan, Adat, Midodareni, dan „Urf al- s}ah}i<h} dan „Urf al-
fas}i>d} 
xviii 
 
ABSTRACT 
 
Laila Nur Hidayati, NIM 132121040,” „URF  VIEWS TO MIDODARENIADAT 
TRADITION KARATON SURAKARTA”. 
The marriage law that applies to each of these religions to each other is different, 
but not contradictory. As in Indonesia there has been a marriage law that is 
authentically regulated in the Act. No. 1 year 1974 sheet State of RI. Year 1974 
Number 1. The explanation of the Law is contained in the Supplementary State 
Gazette of the Republic of Indonesia Number 3019 which in the section of general 
explanation outlined some basic problems. Marriage under Act No. 1 of 1974 is 
the Inner Boundary between men and women as husband and wife with the aim of 
forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One 
Supreme God. 
Midodareni or Midodareni night is the name of a series of ceremonies held at the 
home of the bride in the evening before the next day's tender ceremony. The 
essence of this midodareni event is the night where the parents give the bride a 
spelling about everything related to the husband and wife's household life 
This research describes qualitative descriptive method, which explains about 
Midodareni adat Karaton Surakarta. The data obtained are data in the form of 
interviews and document data from Karaon Surakarta. Then explain it in the form 
of a description of words not a number which is further described in the form of 
reports that are analytical 
From this research the researcher finds the result of theory that is used the theory 
of Anwar Harjono and Rahmat Hakim, although there are still some theory also 
which researcher find in this research process. Then in the Implementation of 
Midodareni adat Karaton Surakarta carried out according to custom carried out by 
previous ancestors. Adat that has been applied bias in review with the view of 
Islamic law through science Ushul Fikih namely 'URF Sahih 
Keywords: Marriage, Tradition, Midodareni, Urf al- s}ah}i<h} dan „Urf al-
fas}i>d} 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia hukum perkawinan telah di atur dalam UU. No 1 tahun 
1974 lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas 
Undang-undang tersebut di muat di dalam Tambahan Lembaran negara 
Republik Indonesia Nomor 3019  yang di dalam bagian penjelasan umum 
diuraikan beberapa masalah mendasar. 
Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas 
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
Perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang 
ini adalah sebagai berikut ; 
1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan meteriil. 
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan,  karena hukum dan agama dari 
yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih 
1 
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dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih 
dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 
harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di 
bawah umur. 
5. Karena tujuan perkawinn adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 
untuk mempersulit terjadinya perceraian. 
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 
dapat dirundingkan dan diputuskan bersma suami istri.
1
 
Di dalam Islam disebutkan bahwa akad nikah merupakan mitsaq 
(perjanjian) diantara sepasang suami dan istri. Allah berfirman di dalam 
surat an-nisa‟ (4) : 212 
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Sudarso, Hukum Perkaiwan Nasional,(Jakarta :PtRineka Cipta, 1994 ) hlm.6-9. 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanny, (Jakarta : Pt Insan Media 
Pustaka, 2012), hlm. 81. 
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          
          
Artinya : 
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. 
 
Menurut hukum  adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, 
keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung 
pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.
3
 
Dalam adat di Karaton kasunanan Surakarta istilah Upacara (bahasa 
jawa) merujuk pada kelengkapan, biasanya berwujud benda-benda seperti 
kayu, logam, tumbuhan, hewan dan lain sebaginya. Jadi istilah upacara 
dalam bahasa jawa berarti bendanya dan bukan acaranya. Istilah jawa lainya 
untuk upacara ini adalah ubarampe. Selanjutnya istilah Tatacara (bahasa 
jawa) merujuk pada acaranya, urutan acara, dan/ atau prosesinya.
4
 
Upacara nikah atau ningkah merupakan upacara baku dalam rangkaian 
upacara perkawinan adat jawa untuk melaksanakan tatanan agama yang 
dianut maupun untuk memenuhi hukum dan aturan Negara. Hal ini tujuanya 
tidak lain agar pernikahan yang dilakukan menjadi resmi sah menurut aturan 
agama dan juga sesuai hukum dan aturan pemerintah. Di karaton Surakarta 
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Imam syudiat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Jogjakarta : Liberty 2007) hlm.107. 
4
Radita lintang sasongko dan Bumimoyo Renggodipuro, Pernikahan Ageng Wayanh 
Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat, (sinergi mediwisata, 2015),hlm.22. 
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upacara nikah ini dilaksanakan menurut tatanan agama Islam, dan karena itu 
sering di sebut upacacra Ijab Paningkah.
5
 
Malam hari sebelum diadakan ijab kabul dan resepsi, diadakan 
upacara tradisi Midodareni. Istilah ini berasal dari kata Widodari atau 
bidadari. Menurut Kitab Primbon Betaljemur Adammakna, adat Midodareni  
ini meniru sejarah nenek  moyang raja-raja Mataram  bernama  Jaka Tarub. 
Pria ini berhasil menikahi bidadari setelah berhasil mencuri bajunya. Karena 
berada di pedesaan, maka pada malam sebelum pernikahan disajikan 
makanan sayur dan telur (makanan sederhana). Makanan tersebut disajikan 
pukul 03.00. Di dalam acara Midodareni tersebut tidak boleh gaduh dan 
berbicara keras. Di dalam acara Midodareni ini, pengantin laki-laki sudah 
datang di tempat pengantin perempuan untuk esok hari dinikahkan. 
Kedatangan  pengantin laki-laki ini disebut nyantri. Istilah nyantri ini adalah 
sebuah istilah yang lazim terdapat dalam khasanah muslim Nusantara yang 
berarti berguru ilmu agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan 
tersebut merupakan salah satu pengamalan agama karena menikah termasuk 
sunnah Nabi Muhammad.
6
 
Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat 
yang diwariskan nenek moyang secara turun menurun, dari generasi yang 
satu ke generasi yang  berikutnya. Setiap suku daerah yang ada di Indonesia 
masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda. 
Masing-masing adat pernikahan tersebut memiliki keagungan, keindahan, 
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Ibid,hlm : 70. 
6
Bani sudardi, :Ritual Dan Nilai Islami Dalam Folkar Jawa ( hlm. 303-313). 
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dan keunikan sendiri. Di daerah jawa, memiliki dua macam gaya upacara 
pernikahan, yaitu upacraa pernikahan gaya Jogjakarta dan upacara gaya 
Surakarta atau Solo dalam setiap upacara pernikahan masing-masing daerah 
tersebut memiliki ciri khas sendiri. Setiap rangkain upacara perkaiwnan adat 
memiliki simbol makna yang sangat dalam.
7
Salah satu dari ciri khas tersebut 
adalah adat Midodareni. 
Di Solo Raya, adat Midodareni ini yang menambahkan dengan 
tradisi Nebus Kembar Mayang. Kembar Mayang adalah asesoris di dalam 
Kirab atau resepsi pernikahan yang berupa hiasan dari Janur Kembar yang 
ada di sisi kanandan kiri pengantin. Kembar Mayang ini merupakan simbol 
dari pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah menyatu sehingga 
seperti Kembar.Tradisi Nebus kembar Mayang ini didasari keyakinan bahwa 
Kembar Mayang memiliki kekuatan untuk menjadikan sepasang pengantin 
tersebut abadi.Kepercayaan ini tentu saja bukan kepercayaan Islam.Warna 
Islam dalam tradisi Nebus Kembar Mayang ini tampak di akhir acara yang 
selalu ditutup dengan doa-doa Islami. Esok hari setelah acara Midodareni ini 
akan dilanjutkan dengan ijab Kabul.
8
 
Di dalam adat karaton Kasunanan Surakarta mempunyai adat 
perkawinan yaitu Midodareni. Inti acara ini adalah malam dimana orang tua 
memberikan Wejangan kepada calon mempelai wanita mengenai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan suami istri. Di 
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Hamidin, Buku Pintar Perkawinan Nusantara ( Yogyakarta : DIVA Press, 2002), Cet 1 
hlm 5-6 
8
Bani sudardi, juli-desember 2015 “Ritual Dan Nilai Islami Folkar jawa”.jurnal 
kebudayaan islam.volume 13, no.2, 27 februai 2016 
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masa lalu Wejangan dipaparkan dalam bentuk simbol-simbol.Oleh karena 
itu biasanya yang hadir di malam Midodareni ini kebanyakan adalah para 
tamu yang sudah Sepuh termasuk para Sesepuh. Disamping itu malam 
Midodareni umunya dipakai untuk melakukan mengecekan terhadap semua 
persiapan rangakaian upacara pernikahan.
9
 
Di malam Midodareni ini juga diadakan (1) Upacara Jonggolan, (2) 
Turunya Kembar Mayang (3) Mejemukan. Upacara adat Karaton Kasunanan 
Surakarta hanya menggunakan upacara Jonggolan dan Majemukan saja, 
sehingga upacara turunya Kembar Mayang tidak diadakan. Kembar 
Mayangakan diikutsertakan pada upacara Kirab Pengantin yang di bawa 
oleh Abdi Dalem Ngulama yang berjalan di depan Joli Penganten, dan akan 
ditempatkan di depan kanan kiri Krobongan atau Patanen.
10
 
Menurut Kanjeng Winarno (salah satu pegawai di Sasono Wilopo 
Karaton Kasunanan Surakarta) sebelum acara Midodarenidi lakukan kalau 
calon pengantin perempuan bukan keturunan karaton maka calon pengantin 
perempuan di angkat masuk dahulu ke dalam karaton. Pengangkatan 
tersebut disebut dengan Paloro Loro.
11
 Berdasarkan pada latar belakang 
yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat di rumuskan pokok-pokok 
permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Pokok permasalahan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
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Wawancara,  Kanjeng Winarno (Abdi Dalem Garap: Bagian Perkantoran di Sasono 
Wilopo Pada hari biasa di Karaton Kasunanan Surakrta, Bagian Ketua Saat Midodareni di Karaton 
Kasunanan Surakarta), 13 Februari 2017. 
10
Ibid, hlm.59. 
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Wawancara,Kanjeng Winarno (Abdi Dalem Garap: Bagian Perkantoran di Sasono 
Wilopo Pada hari biasa di Karaton Surakrta, Bagian Ketua Saat Midodareni di Karaton Surakarta), 
13 Februari 2017. 
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B. Rumusan Masalah : 
1. Bagaimana prosesi adat Midodareni di Karaton Kasunanan  Surakarta ? 
2. Bagaimana pandangan dalil „Urf terhadap adat Midodareni di Karaton 
Kasunanan Surakarta ? 
C. Tujuan Masalah : 
1. Untuk mengetahui prosesi adat Midodareni jawa di Karaton Kasunanan 
Surakarta. 
2. Untuk mengetahui pandangan dalil „Urf terhadap adat Midodareni di 
Karaton Kasunanan Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat penelitian ini agar bisa memahami adat Midodareni di Karaton 
Kasunann Surakarta dengan cermat dan agar bisa membandingkan dengan 
pandangan hukum Islam. 
2. Agar bisa mengetahui budaya dan adat jawa sesuai dengan realita yang ada. 
E. Kerangka Teori 
1. Perkawinan 
a. Makna perkawinan 
Pernikahan atau perkwinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki 
dan perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam 
surat an-nisa‟ (4) : 3.12 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanny, (Jakarta : Pt Insan Media 
Pustaka, 2012), hlm. 77. 
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                    
                   
              
 
Artinya :  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka 
(kawinilah) seorang sajaatau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
 
Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa 
(Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan 
nikah atau zawaj dalam istilah fiqih. Para fuqoha dan madzhab empat 
sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatau akad atau suatu 
perjanjian yang mengadung arti tentang sahnya hubungan kelamin. 
Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “nikah” atau 
“kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah 
kata itu dimaksudkan  (syiaq al-kalam). Ucapan nakaha fulama 
fulanah (si Fulan telah mengawini si fulannah), maksudnya adalah 
melakukan akad nikad.Akan tetapi, bila kalimatnya adalah nakaha 
fulanun zaujatahu (si Fulan telah mengawini Fulanah) artinya 
melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita 
adalah pemisahan kata  “nikah” dengan “kawin”. Nikah dimaksudkan 
untuk perkawinan manusia sedangkan kawin ditujukan untuk binatang. 
Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada 
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orang, tetapi dengan pengertin yang berbeda. Kawin diartikan sebagai 
melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan 
sebabgai akad  (upacara di hadapan petugas pencatatan nikah). 
Pemakaian yang termasyhur untuk kata “nikah” adalah tertuju 
pada akad. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. 
Di dalam al-qur‟an, kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti 
akad perkawinan.
13
 
b. Syarat dan rukun pernikahan 
Menurut Rasyid  menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun 
nikah adalah sebagai berikut : 
Pertama, adanya sighot (akad) yaitu perkataan dari pihak wali 
perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya 
bernama Surtini. “mempelai laki-laki  menjawab, “saya terima 
menikahi Surtini. “boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak 
mempelai, seperti “nikahkanlah saya dengan anakmu.“ wali menjawab, 
“saya nikahkan engkau dengan anak saya….., “karena maksudnya 
sama. Tidak Sah akad nikah, kecuali dengan lafad nikah. Demikian 
pula, dikemukakan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin  bahwa jumhur 
ulama sepakat, rukun nikah terdiri atas:  
1) calon suami dan calon istri adalah sebuah pasangan yang sudah 
menyaatakan kesiapan dirinya untuk menikah. 
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Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), hlm. 9-
11. 
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2) Wali adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan 
seorang pria. 
3) ijab Kabul adalah Ijab Qabul adalah Rukun yang pokok dalam 
perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan 
mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju 
bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.
14
 
4) saksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad 
pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. 
Setelah akad nikah hendaklah dilakukan pesta perkawinan 
(Walimah Ursy) tentang besar kecilnya hanya sekedar kemampuan 
saja. Mengadakan pesta perkawinan hukumnya merupakan anjuran 
(sunnah) tetapi menghadiri pesta perkawinan wajib, terkecuali ada 
alasan yang kuat dapat ditinggalkan.  
Menurut riwayat Bukhari, Nabi mengundang walimah pada 
perkawinan beliau Zainab sesudah terjadi hubungan suami istri. Dalam 
hadis ini dikatakan bahwa Rasullah saw mengadakan walimah 
pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, pada pagi hari artinya 
pernikahanya dilakukan hari kemarinya. Ini tentu memberikan indikasi 
sangat kuat, bahwa beliau telah menggauli istrinya itu. Hal ini juga 
mengiisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan 
secara secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. 
Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu  cara 
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 Sayyid Sbiq, Fikih, Juz VI (hlm. 60). 
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mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih 
cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah.
15
 
c. Tujuan Perkawinan 
Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam 
mewujudkan dan mengingkan berkeluraga, ia akan memperhatikan 
dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap 
berbagai tugas dan terpenting dan tujuan kelurga menurut Islam, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) Kemuliaan keturunan 
2) Menjaga diri dari setan 
3) Bekerkja sama dalam menghadapi kesulitan hidup 
4) Menghibur jiwa dan menenagkan dengan bersama-sama 
5) Melaksanakan hak-hak keluarga 
6) Pemindahan kewarisan 16 
2. Penggunaan dalil ‘urf 
a. Pengertian ‘Urf 
Arti „Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, 
perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah 
menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. 
Dikalangan masyarakat, „Urf ini sering di sebut dengan adat.17 
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ter. Moh Talib (Bandung: PT. Al- Ma‟arif) hlm. 167. 
16
Ali yusuf As-Subkhi, Fikih Keluarga, (Jakarta) : Amza, 2010 hlm.24-33. 
17Rachmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqih, ( bandung : Pustaka Setia, 2010 hlm.128. 
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b. Macam-macam ‘Urf 
„Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya 
„Urf terbagi kepada 18: 
1) ‘Urf Qouli  
Ialah „Urf berupa perkataan, seprti perkataan walad, 
menurut bahsasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki 
dan anak perempuan. 
2) ‘Urf ‘amali 
Ialah „Urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam 
masyarakat tanpa mengucapkan shighot akal jual beli. Padahal 
menurut syarat‟ jual beli itu merupakan sala satu rukun jual beli. 
Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „Urf, terbagi atas : 
a) ‘Urf s}ah}i<h} 
Ialah „Urf  yang baik dan dapat diterima karena tidak 
bertentangan dengan syara‟. Seperti mengadakan pertunangan 
sebelum melangsungkan akad nikah, dipandag baik, telah 
menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan 
dengan syara‟. 
b) ‘Urf fas}i>d} 
Ialah „Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, 
karena bertentangan dengan syara‟. Seperi kebiasaan 
mengadakan sesajen untuk sebuah patung atau suatu tempat 
yang dipandang kramat. 
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Ahmad Sanusi, Ushul Fiqih, (Jakarta :  Pt Raja Grafindo, 2015 Persaja hlm. 82-84. 
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Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, „Urf terbagi kepada : 
a) ‘Urf a>m 
  Ialah „Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa 
dan keadaan. Seperti member hadiah (tip) kepada orang yang 
telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima 
kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. 
b) ‘Urf kha>s} 
  Ialah „Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa 
atau keadaan tertentu saja. 
c. Dasar hukum ‘Urf 
Para ulama sepakat bahwa „Urf s}ah}i<h}  dapat dijadikan dasar 
hujjah selama tidak bertentangan dengan syara‟. Ulama malikiyah 
terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat 
dijadikah hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa 
pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah.Imam Syafi‟I 
terkenal dengan qadim dan Qaul jadidya.Ada suatu kejadian tetapi 
beliau mnetapkan hukum yang berbeda di mesir (Qaul jadid). Hal ini 
menunjuk bahwa ketiga madzahab itu berhujjah dengan „Urf tentu saja 
„Urf fas}i>d} tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.19 
d. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘Urf 
 
“ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum “  
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Ibid, hlm 84. 
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“Yang berlaku berdasarkan „Urf, (seperti) berlaku berdasarkan 
dalil syara. 
     
“Semua ketentuan syara‟ yang bersifat mutlak dan tidak ada 
pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi 
bahasanya, maka dirujuk kepada „Urf.” 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini : 
1. Skripsi Fatkhur Rohman fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul Makna Filosofi Tradisi 
Upacara Perkwainan Adat Jawa Karaton Surakarta dan Yogyakarta (studi 
komparasi). Upacara perkawinan adat jawa Karaton Surakarta dan 
Yogyakarta merupakan budaya adiluhung yang sampai sekarang masih 
dilestarikan, sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara 
ritual pengantin jawa yang diwujudkan dalam simbol-simbol tersebut 
khususnya Karaton Surakarta dan Yogjakarta pada umumnya mengandung 
makan nasihat, harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi 
keselamatan, upacara tersebut sebagai sarana untuk membersihkan diri baik 
lahir maupun batin, permohonan agar mempunyai rejeki yang lancar, 
sehingga dalam kehidupan berikutnya pengantin dapat hidup bahagia, dapat 
mempunyai keturunan, disamping itu pengantin dapat memahami makna 
15 
 
 
hidup berumah tangga dengan saling mengerti tugas, hak dan kewajiban 
baik sebagai suami ataupun istri dengan memperoleh restu dari kedua orang 
tua yang sekaligus merupakan wujud bakti anak kepada orang tuanya. 
Untuk menggapai kebahagian hidup dan tenang damai dan tentram, yang 
semua itu diwujudkan dalam perilaku dan simbol-simbol. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Istana Mangkunegaran 
Surakarta, Edi Pamilu Wardi Fakultas Syariah Al-Ahwalus -Syaksiyah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2004. Pelaksanaan 
Perkawinan Adat Istana Mangkunegaran Surakarta tidak berbeda dengan 
perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang Islam, perbedaan hanya 
dalam hal adat kebiasaan yang di dasari pada nilai-nilai budaya yang ada di 
dalam Istana Mangkunegaran Surakarta itu sendiri. Perkawinan dalam adat 
Istana Mangkunegaran Surakarta ada perbedaan dengan hukum Islam, yaitu 
berkaitan dengan penentuan mahar dimana dalam istana Mangkunegaran 
Surakarta ditetapkan dengan seloko putih bobot setail di hitung tetapi dalam 
pelaksanannya tidak ada pembayaranya, sedangkan dalam hukum islam 
maskawin tidak ditentukan besar kecilnya, dan apabila dihitung tetap harus 
dibayar. 
Pada penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama 
dengan Adat Midodareni Karaton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan 
Dalil „Urf meskipun dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang 
membahas menganai salah satu prosesi dalam perkawinan adat jawa 
karaton Surakarta. 
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G. Metode Penelitian 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
penelitian lapangan, dimana penelitian ini bersifat deskriftif analisis, 
maksudnya adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan 
pemecahan masalah berdasarkan data- data yang ada, menyajikan data, 
dan, menganalisa dan menginterprestasikan seluruh obyek penelitian.
20
 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Karaton Kasunanan Surakrta. Adapun 
pertimbanganya adalah karena Karaton Kasunanan Surakarta merupakan 
tempat yang sangat kuat memegang adat jawa dan menganggapnya 
sebagai mitos, untuk waktu peneltian ini penulis akan mengadakan 
penelitian awal bulan februari sampai mei sebab menurut penulis waktu itu 
cukup untuk mengadakan penelitian. 
3. Sumber data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data primer 
Data primer artinya data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama berdasarkan kepentingan penelitian ini. Dalam hal ini 
adalah : Pemegang Istana, Pengaggeng Agama Istana, Abdi Dalem 
Istana dan masyrakat di sekitar Karaton Surakarta. 
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Edi Pamilu Wardi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Istana 
Mangkunegaran Surakarkarta, Skripsi IAIN Surakrta tahun 2004. 
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b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung
21
 fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau 
keterangan pendukung data primer. Data ini dapat berupa bahan 
pustaka, dokumen-dokumen, perundang-undangan  dan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Teknik pengumpulan  data secara wawancara ini maksudnya, 
penulis akan mendapatkan informasi serta data-data dari orang-
orangnya terlibat di dalam Karaton Surakarta, seperti keluarga 
Karaton, Abdi Dalem Karaton Surakarta atau pejabat Karaton, 
semaunya dalam lingkup Karaton Surakarta. 
b. Dokumentasi  
Pengumpulan data secara dokumentasi ini penulis mendapatkan 
data-data dari arsip ataupun investasi Karaton Surkarta, seperti arsip 
kumpulan foto-foto yang berkaitan dengan pembahasan, peninggalan-
peninggalan para sesepuh Karaton Surakarta yang berkaitan dengan 
pembahasan ini.
22
 
5. Metode Analisa Data 
Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif, maka data yang ada 
dianalisa dengan metode deduktif yaitu penulis mengumpulkan data-data 
                                                             
21
Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998), 
hlm. 91. 
22
Suharsi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, cet. Ke-12, 2002), hlm.206 
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dari berbagai sumber untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang masih 
bersifat umum. 
 Pendekatan  
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
pendekatan normatife-doktrinal. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat dalam 
pengumpulan judul skripsi ini, maka sistematika penulisan yang penulis 
paparkan dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi 5 bab, dan tiap-tiap bab 
terdiri dari beberapa sub bab dan tiap-tiap sub bab yang satu dengan yang 
lainya merupakan rangkaian yang terkait sehingga tidak dapat dipisahkan 
antar yang satu dengan yang lainya, sistematika penulisan adalah sebagai 
berikut : 
Bab pertama berisi tentang pendahuluan, dimana pendahuluan ini 
mencakup latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan 
manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan skrispsi 
Bab kedua berisi tentang pemahaman „Urf dalam hukum islam, 
dalam bab ini penyusun menguraikan Konsep Ushul Fiqih Tentang „Uf 
yang terdiri dari beberapa sub bab , bab pertama Pengertian „Urf, Syarat-
syarat „Urf, Landasan hukum „Urf, Tinjauan hukum islam yang 
menetapkan pernikahan dan pra pernikahan sebagai „Urf. 
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Bab tiga tentang Adat Midodareni Karaton Kasunanan  Surakarta. 
Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang Gambaran umum Lokasi 
yang terdiri dari Sub Bab pertama, Sejarah Munculnya Desa Baluwarti Rt 
1 RW 1 Kelurahan Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta, Demografi Desa 
Baluwarti, Letak Perumahan Desa Baluwarti, Batas Wilayah Kelurahan 
Baluwarti, Letak Ndalem Pangeran, Sub Bab B, Sejarah Karaton 
Kasunanan Surakarta, Sub Bab C Sistem Pemerintahan Karaton 
Kasunanan Surakarta, Sub Bab D, Sejarah Midodareni Adat Karaton 
Kasunanan Surakarta, Sub Bab E, Pengertian Midodareni Adat Karaton 
Kasunann Surakarta, Sub Bab F, Tata Cara Midodareni Adat Karaton 
Kasunanan Surakarta, Sub Bab G, Penentuan Waktu Midodareni 
Berdasarkan Adat Karaton Kasunanan Surakarta, Sub Bab H, Syarat-
syarat Dalam Menjalankan Midodareni Adat Karaton Kasunanan 
Surakarta  
Bab empat tentang analisa dan pembahasan terhadap Midodareni 
adat karaton Kasunanan surakrta. Dalam bab ini penulis akan menganalisa 
tentang pelaksanaan Prosesi Midodareni adat Karaton Kasunanan 
Surakarta menurut pandangan dalil„Urf, di sini terdiri dari beberapa sub 
bab, yaitu, Adat Midodareni adat karaton Surakarta, Sub Bab yang kedua 
terdiri dari Pandangan Dalil „Urf Terhadap adat Midodareni Karaton 
Kasunanan Surakarta. 
Bab lima membahas tentang penutup. Bab ini berisikan kesimpulan 
dan saran-saran. 
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BAB II 
Pemahaman ‘Urf  Dalam Hukum Islam 
 
 
A. Konsep Ushul Fiqih Tentang ‘Urf 
1. Pengertian ‘Urf 
Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local 
custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi 
disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah 
dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim 
dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum 
adat”,  dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai 
sebuah tradisi.
23
 
Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini 
adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. 
   Kata „Urf juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, 
atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 
melaksanakannya atau meninggalkannya.
24
 
2. Macam-Macam ‘Urf 
Menurut Al-zarqa’ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, „Urf (adat 
kebiasaan) dibagi pada tiga macam: 
a. Dari segi obyeknya  
1) Al-„Urf al- lafz}i (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut 
ungkapan) adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam 
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 Ensiklopedia Islam, jilid I, cet III (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 21. 
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 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, cet IV (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 
128. 
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mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, 
sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 
dalam fikiran masyarakat. 
2) Al-„Urf al-‘amali} (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk 
perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud 
dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam 
masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan 
orang lain.  
b. Dari segi cakupannya,  
1) Al-„Urf al-a>m (adat yang bersifat umum) adalah kebiasaan 
tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan 
diseluruh daerah. 
2) Al‟Urf al-kha>s} (adat yang bersifat khusus). adalah kebiasaan yang 
berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 
c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟,  
1) Al-„Urf al- s}ah}i<h} (adat yang dianggap sah) adalah adalah 
kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan 
dengan al-Qur‟an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan 
kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada 
mereka. 
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2) Al-„Urf al-fas}i>d} (adat yang dianggap rusak). Adalah kebiasaan 
yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah- kaidah 
dasar yang ada dalam syara’.25 
3. Syarat-Syarat ‘Urf 
Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat 
bagi „Urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:26 
a. „Urf  itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat 
b. „Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada 
dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya. 
c. „Urf  yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 
(berlaku) pada saat itu, bukan „Urf  yang muncul kemudian 
d. „Urf  tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟yang ada atau 
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 
4. Kehujjahan Hukum ‘Urf 
Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan „Urf s}ah}i>h} 
sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat 
perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. 
Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling 
banyak menggunakan „Urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama 
Syafi‟iyah dan Hanabilah.27 
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a. Al-„Urf s}ah}i>h} harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam 
menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam 
memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan 
oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. 
Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari‟at Islam, 
maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqih 
membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan syari‟at yang ditetapkan 
sebagai hukum.
28
 
b. Sedangkan mengenai Al-„Urf fas}i>d} tidak harus dipertahankan, karena 
memeliharanya berarti menentang dalil syara‟ atau membatalkan 
hukum syara’.29 
5. Dasar Hukum „Urf 
Adapun dasar hukum „Urf sebagai dalil syara‟ dilandaskan pada:  
                    
Artinya : 
“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma‟ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.(QS. Al-A‟raf: 
199)
30
 
 
Kata Al-„Urf dalam ayat tersebut, di mana umat manusia 
diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh 
difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan 
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masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai 
perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga 
telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.
31
 
  Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat 
Abdullahbin Mas‟ud, yaitu:  
 
Artinya : 
  “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula 
di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka 
menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. 
Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud). 
 
Maksud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, 
menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat 
Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari‟at Islam adalah juga 
merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya. 
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan „Urf di atas sebagai dalil 
hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan Al-„Urf, salah satunya 
adalah  (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).
32
 
B. Pernikahan Dan‘Urf Pra Pernikahan 
1. Pernikahan 
a. Pengertian Pernikahan 
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Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 
membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. Berfirman dalam 
surat An-Nisa ayat 3:  
                   
                    
             
Artinya : 
“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap  
(hak-hak) perempuan yatim ( bilamana kamu mmengawininya ) 
maka kawinlah  wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil 
maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniya”.33  
Menurut bahasa, kata “nikah” berarti  adh-dhammu> 
wattadaakhu>l (bertindah dan memasukan). Dalam kitab lain, kata 
nikah diartikan dengan  adh-dhammu> wa al-jama’u(bertindih dan 
berkrumpul). Oleh karena itu,  menurut kebiasaan Arab,  
pergesekan rumput pohon  seperti bambu akibat tiupan angin  
diidtilahkan dengan tanakhti>l asyaja (rumput pohon itu sedang 
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kawin),  karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya gesekan 
dan masukannya rumpun yang satu keruang yang lain. 
34
 
Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad  
(perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan 
seksual dengan memakai lafaz} “nikah” atau “tazwij. 
Nikah atau jima‟, sesuai dengan makna linguistiknya, 
beerasal dari kata “al-wath”,  yaitu bersetubuh atau bersenggama. 
Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk 
berhubungan seks dengan lafz}i an-nikah” atau “ at-tazwij”, artinya 
bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna 
hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling 
menggauli. 
Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi 
manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang 
pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus  terminologi yang 
berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan” meskipun 
istilah tersebut tidak mutlak, karena Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan peraturana pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 
serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah” atau 
“pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu 
diartinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua 
yang merupakan  aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” 
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adalah bahasa Arab, sedangkan “kawin”  adalah kata yang berasal 
dari bahasa Indonesia.
35
 
Pada hakikatnya nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat 
dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri 
dan keturunya, melainkan antara kedua keluarga. Baiknya 
pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan 
berpindah  kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga 
mereka menjadi intergral dalam segala urusan sesamanya dalam 
menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.
36
 
Pengertian perkawinan dapat juga ditemukan dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 
ayat 2 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seporang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
37
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuannya 
perkawinan dirumuskan dan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 
sebagai berikut: 
Pasal 2  
Perkawinan menurut Hukum Islam  adalah pernikahan, 
yaitu akad  yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. 
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Pasal 3 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
38
 
b. Syarat dan Rukun Pernikahan 
Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 
atau tidaknya suatu pekerjaan ( ibadah ), dan sesuatu itu termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk 
wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat. Atau adanya calon 
pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. 
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah 
dan tidaknya suatu pekerjaan ( ibadah ), tetapi sesuatu itu tidak 
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurot 
untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ 
perempuan itu harus beragama Islam. 
Sah, yaitu suatu pekerjaan ( ibadah ) yang memenuhi rukun 
dan syarat. 
Pernikahannya yang didalamnya terdapat akad , layaknya 
akad- akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah 
pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: 
1) Mempelai laki-laki dan Mempelai perempuan 
2) Wali 
3) Dua  orang saksi 
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4) Shigad ijab kabul39 
 Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah 
Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad 
sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan  ialah syarat 
yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat 
bagi  calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 
 Pengertian ijab adalah: sesuatu sedangkan secara istilah 
fiqih definisi ijab adalah Akad yang disampaikan (diucapakan) oleh 
pihak istri atau walinya baik disampaikan diawal atau diakhir. 
 Pengucapan: shighat (yakni pengucapan “ijab” yang 
mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan 
“qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon 
suami). Para ahli fiqh mensyariatkan ucapan ijab qabul itu dengan 
lafaz} fi’il madi (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya 
dengan fi’il mustaqbal (kata kerja sedang).40 
 Walimatul Ursy bisa dilaksanakan setelah 
melangsungkan  Ijab Qabul. Menurut pendapat Imam Malik yang 
tertera di dalam kitab Al- Umm karya Imam Syafi’I seperti 
pendapat Zhahiriah bahwasanya walimah tersebut hukumnya 
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wajib.
41
 Sebagaimana sabda Nabi saw kepada Abdurrahman bin 
Auf. 
 Sedangkan melakukan nutsar (sesuatu makanan yang 
dihamburkan acara pesta perkawinan) dimakhrukhan menurut 
ulama Syafi’I dan Malikiah, karena hal itu hina dan bodoh jika 
sebagian orang mengambilnya dan sebagian yang lain membiarkan 
 Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Ali meminang 
Fatimah, nabi mengatakan “perkawinan mesti dirayakan dengan 
walimah”, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas 
bahwa ketika mengawini Zaina, beliau menyelenggarakan walimah 
dengan memyembelih kambing. Jadi Walimatul Ursy bisa di 
lakukan oleh orang yang mampu tidak.  
Syarat –syarat Suami  
1) Bukan mahram dari calon Istri 
2) Tidak terpaksa atas kemauan sendri 
3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 
4) Tidak sedang ihram 42 
Syarat –syarat Istri 
1) Tidak ada halangan syara‟, yaitu tidak bersuami, bukan 
mahram, tidak sedang iddah 
2) Merdeka, atas kemauan sendri 
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3) Jelas orangnya, dan  
4) Tidak sedang berihrom 
Syarat- syarat Wali 
1) Laki-laki 
2) Baligh 
3) Waras akalnya 
4) Tidak dipaksa 
5) Adil, dan 
6) Tidak sedang ihram 
Syarat-syarat Saksi 
1) Laki-laki 
2) Baligh 
3) Waras akalnya 
4) Adil 
5) Dapat mendengar dan melihat 
6) Bebas, tidak dipaksa 
7) Tidak sedang mengerjkan ihram, dan 
8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.43 
c. Larangan Pernikahan 
Dalam Pasal 8 Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 
disebutkan tentanglarangan perkawinan untuk dilangsungkan. 
Pasal8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang 
:1)Berhubungan darah dalamgaris keturunan lurus ke bawah 
maupun keatas; 2)Berhubungan darah dalam garisketurunan 
menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara 
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orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) 
Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri,menantu dan 
ibu/bapaktiri.
44
 
 
d. Tujuan Pernikahan 
Seorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam 
mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan 
memperlihatkan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya 
tanpa letih terhadap berbagai tugas dan terpenting. Dan tujuan 
keluraga menurut Islam, diantaranya adalah sebagai berikut :
45
 
1) Kemuliaan keturunan 
2) Menjaga diri dari setan 
3) Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup 
4) Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama 
5) Melaksanakan hak-hak keluarga 
6) Pemindahan kewarisan 
e. Hikmah Perkawinan 
Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan 
dalam membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya 
perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu: 
1. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri 
2. Terbentuknya hubungan darah orang tua dan anak 
3. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri 
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4. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang 
tua suami-istri (mertua) 
5. Terbentuknya hubungan waris-mewaris 
6. Terbangunya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan 
kerabat 
7. Terbentuknya keluarga yang luas 
8. Terbentuknya rasa solidaritas sosial di antara sesama keterunan 
9. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu 
yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah satu 
pencipta. 
Salah satu yang ditinggalkan oleh manusia ketika mati 
adalah anak keturunan, yaitu anak yang shaleh dan anak yang 
salah. Anak yang salehlah yang akan mendoakan orangtuanya agar 
diringankan siksa kuburnya dan dijauhkan dari penderitaan panjang 
di alam barzah. Anak yang dilahirkan akan mampu menjadi 
washiat antara dirinya dan Allah, karena doa-doa anak yang saleh 
adalah  doa yang diterima di sisi Allah. Mungkin, banyak cita-cita 
dan harapan orangtua yang masih menggantung yang belum dapat 
diamalkan olehnya, maka anaknyalah yang akan melaksanakan 
semua harapanya.
46
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C. Penggunaan Dalil ‘Urf dalam Pernikahan Dan Pra Pernikahan 
Adapun tentang pemakainya, „Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi 
kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihat, baik yang berbentuk 
kata-kata maupun perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar 
„Urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan „Urf itu sendiri 
atau perubahan tempat zaman, dan sebagianya. Sebagaian mendasarkan asal 
itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi‟i ketika di Irak mempunyai pendapat-
pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke 
Mesir. Dikalangan ulama, pendapat Imam Syafi‟I ketika di Irak di sebut qaul 
qadi>m, sedangkan pendapat di Mesir adalah qaul  jadi>d. 
Adapun alasan para ulama yang memakai„Urf dalam menentukan 
hukum antara lain : 
1. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya telah merupakan 
kebiasaan orang Arab, seperti adanya Wali dalam pernikahan dan susunan 
keluarga dalam pembagian waris. 
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafa}d} maupun perbuatan, 
ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.
47
 
Di dalam fikih Islam banyak terdapat hukum yang di bina atas dasar 
„Urf yang terjadi dimasa para Imam. Perbedaan „Urf antara beberapa negri 
menjadi sebab terjadinya perbedaan fuqaha tedahulu, sebagaimana halnya 
perubahan „Urf menurut perjalanan waktu menjadi sebab pula terjadinya 
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perbedaan pendapat ulama yang datang kemudian dengan pendapat ulama 
pendahulunya. 
Dalam hubungannya ini, mereka mengatakan bahwa perubahan dan 
perbedaan itu adalah perubahan masa dan tempat, bukan perubahan hujjah 
dan dalil.
48
 
Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-
Qarafi (w.684 H/ 1285 M), harus terlebih dahulu meneliti kebisaan yang 
berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu 
tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut 
masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Al-Syathubi 
(w.790 H), dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350), 
menerima dan menjadikan „Urf sebagai dalil syara‟dalam  menetapkan 
hukum, apabila tidak ada nash yang menjadikan „Urf sebagai dalil syara‟ 
dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nas}s} yang menjelaskan hukum 
suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang yang menggunakan jasa 
pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di kamar mandi 
itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. 
Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua 
hal ini harus jelas.Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luasdi 
tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menanggapi sah 
akad ini.Alasan mereka adalah „Urf„amali  yang berlaku. 
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Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat al-qur‟an 
diturunkan, banyak sekaliayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang 
terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya , kebolehan jual beli yang 
sudah ada sebelum islam. Hadits-hadits Rasullah SAW juga banyak sekali 
yang mengkui eksistensi „Urf yang berlaku ditengah msyarakat, seperti hadits 
yang berkaitan dengan jual beli pesanan
49
. 
Tidak diperselisihkan di kalangan fuqoha bahwa „Urf yang s}ah}i>h} 
dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqoha dari madzhab yang berbeda 
memperhatikannya dalam istimbat, saat menerapkan hukum, dan ketika 
menafsiri teks-teks akad. 
Bila dilihat secara umum, sebenarnya hanya terdapat dua kategori al-
adah} lagi, yakni al-adah al-s}ah}i>h}ah} dan al-adah al-fas}i>d}ah}.Perinciannya 
adalah sebagai berikut:
50
 
1. Al-adah} al-s}ah}i>h}ah}, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan 
dalil shar’i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan 
sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita-cita kemaslahatan, serta 
tidak mendorong timbulnya mafsadah. Contohnya adalah adat masyarakat 
feodal Irak yang membagi mas kawin menjadi mahar hal (kontan) dan 
mahar mu‟ajjal (tunda), atau pemberian bingkisan seorang pemuda 
kepada kekasihnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dimana semua itu 
dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Karena tradisi di atas berlawanan 
dengan shari‟at, maka boleh dipelihara dan dijadikan pijakan hukum. 
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2. Al-adah} al-fas}i>d}ah} yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil shari‟at, atau 
menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta 
mencegah kemaslahatan dan mendortong timbulnya kerusakan. 
Contohnya adalah melakukan transaksi yang berupa riba.
51
Jenis kedua ini 
sudah pasti bertentangan dengan shari‟at. 
Para ulama sepakat bahwa al-adah} al-s}ah}ih}ah} yang dapat dijadikan 
hukum dan dapat dijadikan dalil hujjah dalam menetapkan hukum Islam.
52
 
Kaidah ushul fiqih tentang ketapan penikahan dan pra pernikahan  
sebagai„Urf. Berkaitan dengan „Urf, dalam kaidah fiqhiyahnya disebutkan : 
ٌ  
Artinya : 
“adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum” 
 
Segala sesuatu yang bisa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi 
patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang 
telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau 
tegasnya tidak menyalahinya.
53
 
 
 
Artinya : 
“Yang ditetapkan melalui „Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas}s}.( 
alquran dan hadis)”. 
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Tidak perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum 
yang ditetapkan melalui al-qur‟an dan as sunnah akan tetapi hukum yang 
ditetapkan melalui „Urf  itu sendiri.54 
Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat 
dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara‟. 
Imam Syaf‟i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat 
praktik yang beraku pada masyarakat bagdad dan mesir yang berlainan. 
Sedangkan „Urf yang f}as}i>d} tidak dapat diterima, hal itu jelas karena 
bertentangan dengan syara’ nas}s} maupun ketentuan umum nas}s}. 
Secara umum „Urf atau adat itu diamalkan oleh semua madzhab fiqih 
terutama dikalangan ualam madahulukan atas zahab Hanafiyah dan 
Malikiyah. Ualam Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan 
salah satu bentuk istihsan itu dalah istihsan Al-„Urf itu didahulukan atas 
khiyas khafi dan juga didahulukan atas khiyas khafi dan juga didahulkan atas 
nass yang umum, dalam arti „Urf itu mentakhish umum nass. 
Ulama Malikiyah menjadikan „Urf atau tradisi yang hidup dikalangan 
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari 
hadis ahad. 
Ulama Syafi‟iyah banyak menggunkan „Urf dalam hal-hal tidak 
menemukan ketentuan batasnya dalam syara‟ maupun dalam penggunaan 
bahasa. 
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Para ulama sepakah menolak Urf fas}i>d} (adat kebiasaan yang salah) 
untuk dijadikan landasan hukum. Selanjutnya ialah tentang Menurut hasil 
penelitian Al- Tayyib Khudari Al- Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di 
Universitas Al –Azhar Mesir dalam karyanya al- ijtihad fi ma la nassa fih, 
bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunkan „Urf al- s}ah}i<h} sebagai 
landasan hukum adalah kalangan hanafiah dan kalangan Malikiyya, dan 
selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi‟iyah. Menurutnya 
pada prinsipnya madzab-madzhab besar fikih sepat menerima adat istiadat 
sebagai landasan pembutukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rincianya 
terdapatperbedaan diantra madzhab-madzhab tersebut, sehingga „Urf 
dimasukkan kedalam kelompok-kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan 
dikalangan ulama.
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BAB III 
Tradisi Midodareni Adat Karaton Surakarta 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi  Penelitian 
Untuk menentukan suatu lokasi dalam penelitian, harus benar-
benar bisa memahami kondisi dan situasi masyarakat yang akan diteliti. 
Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang urgen untuk dijadikan 
pertimbangan terkait dengan jenis dan bentuk data yang harus 
dikumpulkan berdasarkan fokus atau orientasi penelitian. Hal ini 
dikarenakan  menentukan lokasi penelitian apakah data bisa diambil dan 
dikarenakan lokasi penelitian menunjukkan apakah data diambil dan 
memenuhi syarat maupun karakter data yang diambil penelitian. Pemilihan 
lokasi pada Baluwarti RT 1 RW 1 Kelurahan Baluwarti Kecamtan Pasar 
Kliwon Surakarta. Baik dari sisi waktu, biaya, tenaga kemudahan 
menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap upaya perolehan 
data, sehingga pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk menemukan objek 
yang relevan dengan tujuan penelitan yaitu Adat Midodareni Karaton 
Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Dalil „Urf. 
Kelurahan Baluwarti adalah sebuah kelurahan di kecamatan Pasar 
Kliwon, Surakarta. Di Kelurahan ini antara lain terdapat Keraton 
Kasunanan Surakarta, sekolah-sekolah Karatonan, dan bangunan-
bangunan bersejarah lainnya di Surakarta yang menjadikannya salah satu 
tujuan wisata di Solo. 
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Kelurahan ini istimewa sebab berada di dalam lingkungkan 
benteng Keraton Surakarta.Baluwarti juga adalah satu-satunya kelurahan 
yang seluruh penduduknya menempati tanah milik keraton. 
Kini Baluwarti merupakan salah satu kampung wisata budaya di 
Surakarta. Keberhasilan dalam penataan PKL dan kemantapan 
pemberdayaan masyarakat menjadikan lingkungan Baluwarti asri dan 
kondusif. 
1. Sejarah Munculnya Desa Baluwarti RT 1 RW 1 Kelurahan 
Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta. 
Kata "baluwarti" sendiri berasal dari bahasa Portugis 
“baluarte” yang artinya adalah "benteng". 
Sejarah awalnya Baluwarti merupakan wilayah yang dihuni 
keluarga Karaton dan Abdi Dalem. Dahulu untuk dapat mengenal 
status penghuni sebuah rumah di Baluwarti, kita dapat memperhatikan 
bentuk rumah dan alat perlengkapannya. 
Secara umum rumah di Baluwarti dapat diklasifikasikan 
sedikitnya menjadi tiga kelompok. Pertama, tipe rumah Jawa lengkap 
berbentuk Joglo dengan pendapa,  Peringgitan, Dalem Ageng, 
ditambah dengan deretan rumah di kanan dan kiri, bahkan kadang-
kadang juga di depan bangunan utama. Tipe rumah ini pada umumnya 
didirikan di halaman yang luas, dikelilingi oleh tembok yang cukup 
tinggi dan diberi regol di tengahnya. 
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Kelompok kedua adalah tipe rumah Jawa berbentuk Limasan 
dan kelompok ketiga adalah bentuk Kampung serta bentuk lain yang 
lebih sederhana. Pada umumnya rumah-rumah di Baluwarti termasuk 
tipe rumah sederhana.Di sebelah utara, barat dan selatan ditemukan 
beberapa saja dengan tipe pertama yang dihuni oleh golongan strata 
atas. 
Penduduk yang tinggal di daerah Baluwarti dalam beberapa hal 
terikat pada peraturan-peraturan tertentu, misalnya hubungan mereka 
dengan masyarakat di luar Kori Brajanala, yang juga disebut Kori 
(lawang) Gapit, lebih terbatas, karena kori itu antara pukul 23.00 dan 
05.30 ditutup. Selain itu apabila memasuki Baluwarti mereka harus 
menaati peraturan-peraturan tertentu. 
Tidak seluruh tempat pemukiman di Baluwarti dipakai sebagai 
tempat kediaman secara pribadi. Ada beberapa yang diperuntukkan 
bagi kepentingan keraton, misalnya di sebelah barat Kori 
BrajanalaLor terdapat rumah penjagaan Dragorder, yang di kalangan 
penduduk dikenal sebagai  Dragunder, berikutnya Mesjid Suranata 
dan tempat kereta Raja.  
Di sebelah timur Kori Brajanala Lor itu terdapat Paseban 
Kadipaten, rumah penjagaan prajurit, dan di sebelah timurnya lagi 
terdapat Sekolah Ksatriyan. Di depan sekolah ini terletak Gedung 
Sidikara. Di kanan dan kiri Kori Kemandhungan terdapat tempat 
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kereta dan halaman depan kori itu, yang disebut Balerata atau 
Maderata, merupakan tempat untuk naik dan turun dari kereta
56
 
2. Demografi Desa Baluwarti 
 Kelurahan Baluwarti yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon 
merupakan satu di antara 51 kelurahan yang ada di Kota 
Surakarta.Luas wilayah Kelurahan Baluwarti seluas, terdiri dari 12 
RW dengan 3 RT di masing-masing RW.Menurut penelitian tahun 
2017, jumlah penduduk Baluwarti adalah 7.569 jiwa dengan 1.737 
kepala keluarga.
57
 
3. Letak Perumahan Desa Baluwarti 
Baluwarti merupakan satu-satunya kelurahan yang 100% 
penduduknya tidak memiliki sertifikat (Magersari) dan hanya 
memperoleh izin tinggal dari Karaton.Perumahan dikelompokkan di 
dalam kampung berdasarkan peran di Karaton. 
Selain menjadi tempat kediaman pangeran, sentana dan para 
bangsawan lainnya yang masuk kerabat Raja, beberapa bupati nayaka, 
bupati, prajurit dan Abdi Dalem, baik pria maupun wanita juga 
bertempat tinggal di lingkungan Baluwarti. 
Abdi Dalem wanita dikepalai oleh Nyai Lurah Gandarasa dan 
Nyai Lurah Sekullanggi, masing-masing tinggal di kampung sebelah 
timur dan selatan keraton yang disebut Gondorasan.Abdi dalem 
prajurit Tamtama dan Carangan tinggal di kampung sebelah timur 
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yang disebut Tamtaman, sedang prajurit Wirengan di sebelah barat 
daya Karaton.Abdi dalem ini dianggap dapat menambah magi kepada 
raja.Oleh sebab itu tempat kediamannya terdapat pada lingkaran 
kedua, tidak jauh dari kraton. 
Golongan prajurit Tamtama dan Carangan bertugas menjaga 
keselamatan raja dan Kedhaton, agar peristiwa penyerbuan Kedhaton 
Kartasura tidak terulang.Prajurit Wirengan mempunyai fungsi khusus 
menjaga keamanan jalannya gunungan, yang pada tiap upacara 
Garebeg dibawa dari Kedhaton ke Mesjid Ageng. Prajurit ini berjalan 
di kanan dan kiri gunungan, dan pada saat-saat tertentu mereka menari 
tayungan di sepanjang jalan. 
4. Batas Wilayah Kelurahan Baluwarti 
Wilayah Baluwarti berada di lingkaran kedua setelah tembok 
kedhaton, terletak di antara dua buah tembok besar berukuran tebal 2 
meter dan tinggi 6 meter. 
Di luar tembok kedhaton (tembok yang mengelilingi Kraton) 
Kasunanan Surakarta terdapat komplek bangunan yang dihuni oleh 
para pangeran, kerabat, Abdi Dalem pria dan wanita, disamping juga 
ada orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya 
berdagang. 
Wilayah ini mempunyai dua buah pintu, yaitu Kori Brajanala 
Lor (Gapura utara) dan Kori Brajanala Kidul (Gapura selatan), satu 
dengan lainnya dihubungkan oleh dua jalur jalan yang sejajar dengan 
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tembok Kedhaton. Pada awal tahun 1900 Susuhunan Pakubuwana X 
memperluas wilayah Baluwarti dan menambahnya dengan dua buah 
pintu Butulan yang terletak di sebelah tenggara dan sebelah barat daya. 
Masing-masing diresmikan pada tahun 1906 dan pada tahun 
1907.Dengan adanya dua pintu tambahan ini penduduk yang tinggal di 
Baluwarti dapat lebih leluasa berhubungan dengan masyarakat di luar 
komplek kedhaton. 
Wilayah Kelurahan Baluwarti dibatasi oleh empat kecamatan 
yaitu Kelurahan Kedung Lumbu di sebelah timur laut, Kelurahan 
Kauman di sebelah barat laut, Kelurahan Gajahan di sebelah barat daya 
dan Kelurahan Pasar Kliwon di sebelah tenggara. 
Wilayah Kelurahan Baluwarti ini merupakan daerah perkotaan, 
sehingga lahan untuk pertanian dan peternakan tidak ada, kalaupun ada 
hanya sekadar untuk pemanfaatan lahan pekarangan, di antaranya 
digunakan untuk memelihara ayam kampung, tanaman hias/tanaman 
potisasi dan toga.Kelurahan baluwarti sebagaimana Kelurahan di 
tengah perkotaan sehingga masyarakatnya mempunyai ciri 
sebagaimana masyarakat perkotaan.Heterogenitas penduduk cukup 
tinggi, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. 
5. Letak Ndalem Pangeran 
Ndalem Pangeranan pada umumnya nama-nama komplek 
hunian di kawasan Baluwarti sesuai dengan nama Lebangsawan yang 
bertempat tinggal di kawasan tersebut ditambah dengan akhiran "-an", 
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misalnya : Ngabean, untuk perumahan di sekitar tempat tinggal 
Pangeran Hangabei; Mlayasuman, untuk Pangeran 
Mlayakusuma;Widaningratan untuk wilayah sekitar bupati Hurdenas 
Widaningrat; Purwadiningratan untuk bupati nayaka Purwadiningrat; 
Mangkuyudan untuk bupati arsitek Mangkuyuda; Suryaningratan 
untuk bupati Gedhong Tengen Suryaningrat; Sindusenan untuk 
Pangeran Sindusena, sentana atau cucu Pakubuwana IX; Prajamijayan 
untuk R.M.A Prajahamijaya, cucu Pakubuwana IX.
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B. Sejarah karaton Kasunanan Surakarta 
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat didirikan oleh Hingkang 
Sinuhun Kangjeng Susuhan Pokoe Boewono II pada hari Rabu Pahing 
tanggal 17 Suro tahun JE 1670 yang bertepatan dengan tanggal 17 
Februari 1745. Momen berdirinya Karaton Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat ini didasarkan pada dipindahkannya ibu Kota Kerajaan 
Mataram yang saat itu namanya sama dengan lokasi Karatonnya, Karaton 
Kartosura ke desa Sala pada tanggal tersebut di atas. Peristiwa pindahnya 
Karaton ini ditandai dengan Candrasengkala“Kombuling Pudya Kapyarsi 
Hing Nata” yang menunjukkan tahun 1670 Jawa atau tahun 1745 Masehi. 
Atas kehendak Sinuhun Pakoe Boewono II nama Desa sala diganti 
menjadi Surakarta Hadiningrat.titah Sinuhun Pokoe Boewono II kepada 
Patih Pringgalaya sesaat setelah prosesi perpindahan Karaton selesai: 
“Adipati Pringgalaya, Karsanipun ing mengko desa ing sala ingsun 
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pundhut jenenge, ingsun kersaake dadi ngersanipun, ingsun paring jeneng 
Negara Surakarta Hadiningrat” (Adipati Pringgalaya, kehendak saya 
sekarang Desa Sala saya ambil namanya, saying inginkan jadi Negara 
saya, saya beri nama Negara Surakarta Hadiningrat). 
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah kelanjutan dan 
penerus kerajaan Mataram (Islam) sekaligus menjadi ibukota Kerajaan 
Mataram terakhir sebelum terjadinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 
Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua yaitu 
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Karaton Ngayogjakarta 
Hadiningrat diperintah oleh dinasti Susuhan Pakoe Boewono,dimana 
Susuhan Pakoe Boewono II adalah raja terakhir Kerajaan Mataram 
(Karaton Kasunanan Surakarta) dan sekaligus Raja pertama Karaton 
Kasunanan Surakarta Hadinigrat. Oleh sebab itu pula Karaton Kasuanan 
Surakarta Hadiningrat sering disebut sebagai Karaton kasunanan Surakarta 
Hadiningrat. 
Sedangkan Karaton Ngayogjakarta Hadiningrat diperintah oleh 
dinasti Sultan Hamengku Buwono – Hingkang Sinuhun Kangjeng Sultan 
Hamengku Buwono I adalah adik dari Hingkang Sinuhun Kangjeng 
Susuhan Pokoe Boewono II.Dan karena itu sering di sebut sebagai 
Karaton Kasultanan Ngayogjakarta Hadinigrat. 
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai penrus Negara 
atau Kerajaan Mataram di masa lalu yang pernah memerintah hampir 
seluruh pulau Jawa pada jamannya Hingkang Sinuhun Kangjeng Sultan 
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Agung Prabu Hanyakrakusuma, dengan ibukota di Plered berlokasi di 
sebelah Tenggara Kota Gede Yogjakarta. Saat itu kekuasaan Kerajaan 
Mataram meliputi Banten disebelah Barat hingga Bali dan Lombok 
disebalah Timur, yang didalamnya tercakup pula “bumi” atau “daerah 
Mataram”.59Bumi Mataram adalah wilayah yang memebetang dari 
Gunung Kidul disebelah Timur yang sekarang menjadi wilayah Propinsi 
Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) hingga Begelan atau Kebumen di 
sebelah Barat. Bumi Mataram ini adalah wilayah yang diberikan Raja 
Pajang Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah 
atas perannya menaklukkan pemberontak Adipati Jipang yaitu Arya 
Pengangsang. Disini jelas bahwasannya pengertian Kerajaan Mataram 
dengan Bumi Mataram adalah dua hal yang berbeda. 
Dalam perjalanan sejarah, Karaton Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat mengalami pasang surut. Akan tetapi, Karaton Kasunanan  
Surakarta Hadiningrat selalu berupaya tetap mempertahankan dan 
meningkatkan kontribusi terhadap rakyat, bangsa , dan Negara kesatuan 
Republik Indonesia. Di masa awal berdirinya Republik Indonesia 
mislanya, Pemerintah Republik Indonesi memberikan piagam kedudukan 
kepada Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakoe Boewono XII yang 
menetapkan “Ingkang Sinoehon Kangjeng Soesoehoenan Pokoe Boewono 
Senopati Ing Nglog Abduerrahman Sajidin Panotogomo Ingkang Kaping 
XII, ing Soerakarta Hadiningrat pada kedudukanya”. (Dengan 
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kepercayaanya bahwa Seri Padoeka Kangjeng Soesoehoen  akan 
mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan 
daerah Surakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesi). Piagam 
kedudukan ini ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 
1945. 
Selanjutnya Sri Susuhan Pakoe Boewono XII mengeluarkan 
Makloemat tertanggal 1 Sepetember 1945 yang salah satu isininya 
pernyataan berbunyi : “Kami Pakoe Boewono XII, Soesoehoenan Negara 
Soerakarta Hadiningrat Jang bersifat Keradjaan adalah istimewa dari 
Neagara Republik Indonesia “. Maklumat ini menegaskan posisi dan 
perjuangan Karaton Surakarta dalam mendirikan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atas perjuangan Karaton Kasunanan Surakarta dengan 
Raja Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII saat dalam membela Republik 
Indonesia, Presiden Soekarno kemudian menganugerahkan pangkat Militer 
Letnan Jendral kepada Sri Susuhunan Pokoe Boewono XII pada tanggal 1 
November 1945. 
Hal ini telah memperkuat Piagam Kedudukan yang telah 
disebutkan diatas. Tidak hanya itu, sekitar setengah abad berselang, 
Dewan Harian Angkatan 45 juga menganugerahkan Piagam Penghargaan 
dan Medali Perjungan kepada Sri Susuhan Pakoe Boewono XII pada 
tanggal 26 September 1995 dengan Surat Keputusan No 70/ SKEP/ IX/ 
1995. Piagam Pengahargaan ini meneguhkan pengakuan dan 
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pengahargaan kepada Sri Susuhuanan Pakoe Boewono XII atas kesetian 
dan perjuangan di masa Kemerdekaan Republik Indonesia.
60
 
Jauh sebelum Kemerdekaan, para Raja Karaton Kasunanan  
Surakarta juga telah memberikan tauladan untuk berbakti kepada nusa dan 
bangsa. Susuhunan Pakoe Boewono VI misalnya. Sejak awal bertahta, 
beliau selalu bertekad agar wilayah kerajaan tidak dirongrong dan 
dipersempit oleh penguasa Kolonial pada saat itu.Bahkan terdapat 3 (tiga) 
perjanjian VOC yang merugikan Karaton dengan tegas dibatalakan.Tidak 
hanya itu, Susuhunan Pakoe Boewono VI menginginkan Belanda di usir 
dari tanah Jawa.Beliau juga tidak segan-segan membantu perjuangan 
perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan akhirnya, karena dinilai Belanda 
selalu melawan, beliau ditangkap ditangkap oleh Residen Yogjakarta, 
J.F.W. Van Nes di Gua Langse dan kemudian dibuang ke Batugajah, 
Ambon tahun 1830 hingga beliau wafat ditembak kepala beliau oleh 
Belanda tahun 1849. 
Pada tahun 1957 jenazah Susuhunan Pakoe Boewono VI 
dipindahkan ke Imogiri.Pemerintah Repubik Indonesia mengakui jasa 
kepahlawanan beliau dengan mengangkatSusuhunan Pakoe Boewono VI 
menjadi Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 
294.1964, tertanggal 1964. 
Wayah Dalem atau cucu Susuhunan Pakoe Boewono VI yaitu 
Sampeyendalem Hingkang Sinuhun Ingkang Minulya Saha Ingkang 
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Wicaksana Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono Senapati Ing Naglaga 
Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Ingakang Kaping X atau Susuhunan 
Pakoe Boewono X juga meneladani kephalwanan kakeknya bahkan 
capaian pemerintahan beliau melampaui para pendahulunya sehingga juga 
dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan ditandatanganinya  
Keputusan Presiden RI No. 113/ TK/ 2011 oleh Presiden Susilo 
Bambanng Yudhoyono pada tanggal 7 November 2011.  
Sri Susuhunan Pakoe Boewoni X sangat terkenal baik dalam 
bidang politik mengelabuhi tekanan pemerintah Kolonial Belanda 
sehingga beliau menjadi leluasa dalam membantu Pergerakan Nasioanal 
Indonesia dalam memperjuangkan Kemerdekaan, maupun dalam bidang 
pembangunan kegamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan 
serta kesejahteraaan rakyat pada umumnya.  
Di bidang keagamaan misalnya masa pemerintahan Sinuhun PB X 
anatara lain membangun dan memekarkan Masjid Agung Karaton 
Surakarta  sehingga ditambah gedung Pengadilan Agama dilingkungan 
Masjid, merenovasi Masjid Laweyan di sebelah Makam/ Pesarean laweyan 
yang merupakan peninggalan Kerajaan Pajang, merenovasi Masjid Ciptdhi 
Langen Harjo paninggalan Ayahanda Sinuhun PB IX (1908), membangun 
Masjid Ciptamulya di Pengging Boyolali (1908), membangun Gereja 
Katolik St. Antonius yang merupakan Gereja tertua di Surakarta (1905), 
Tempat Ibadah Tri Darma Tien Kok Sie atau Kelenteng Tien Kok Sie 
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yang awalnya diperuntukkan golongan Tinonghoa Pribumi keluarga 
Karaton.
61
 
Di bidang pendidikan misalnya, mendirikan Madrasah Mamba‟ul 
Ulum (1905) di lingkungan Masjid Agung  karaton, mendirikan H.I.S 
Pamardi Putri (1929) , Frobelshool atau Taman kanak-kanak (1926), 
Sekolah Pertanian di Tegal Gondo Klaten, Sekolah Angka II yang 
kemudian djadikan Sekolah Desa, Sekolah Vervolgscholl (Sambetan) . 
Dibidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan mendirikan 
Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan, berbagai Poliklinik di Boyolali, Klaten 
dan Sragen, membangun rumah penampungan gelandangan dan anak-anak 
terlantar Pamardiyogo di Wangkung (1910). Sinuhun PB X juga 
memrintahkan untuk melakukan renovasi dan pembangunan besar-besaran 
di lingkungan Karaton termasuk beberapa Pasanggerahan milik Karaton 
yang tersebar di berbagai darah, yang hingga sekarang masih dapat kita 
lihat bersama.Tidak ketinggalan pula, menciptakan Lambang Nagara 
Karaton Surakarta Hadinigrat yang baru, yang disebut sebagai Radya 
Laksana. 
Kebesaran dan kontribusi Sinuhun Pakoe Boewono X juga 
mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari mancanegara bahkan 
paling banyak diantra raja pendahulunya. Tercacat paling tidak ada 15 
Negara yang pernah memberikan penghargaan kepada Sinuhun Pakoe 
Boewono X  anatara lain Australia, Belanda, Beligia, Baviria, cina, 
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Denmark, Italia, kamboja, Maroko, Swedia, Perancis, Portugal, Prussia, 
Tunisia dan Venezuela. Sebagai Raja sekaligus kepala Negara pada 
masanya Sinuhun Pakoe Boewono X terpandang sebagai Raja yang besar, 
agung, sangat berwibawa, dicintai rakyatnya dan sekaligus terhooramat di 
mata bangsa lain di dunia.
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Kini Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melanjutkan 
sejarah perjuangan para leluhur dan para Raja dengan format yang “nut 
jaman kalakone” namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar dan 
panugeran yang berlaku di Karaton Kasunanan Surakarta yaitu dengan 
mengedepankan kontribusi di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. 
Dibidang kebudayaan, Karaton Kasunanan Surakarta memiliki semangat 
dan komitmen yang tinggi dalam pelestarian dan pengembangan 
kebudayaan Jawa khususnya yang bersumber dari Karaton Surakarta. 
Masih berlangsung dan lestarinya semua upacara dan tata cara adat 
karaton Kasunanan Surakarta seperti Tingalan jumenengan ndalem dengan 
tarian pusaka Bedhaya ketawang, Grebeg Mulud, Sadranan, Pusaka 1 
Suro, Labuhan, Sadranan, Sesaji Mahesa Lawung, Adeng Kyai Dhuha, 
Dhukutan, Jamasan Pustaka, dan lain seebainnya menunjukkan bahwa 
hingga saat ini Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan segala 
adat istiadat, tradisi dan kebudayaanya masih hidup lestari untuk 
dikontribusikan kepada Negara tercinta Indonesia 
                                                             
62
Ibid, hlm. 8. 
54 
 
 
Ditambah lagi dengan berbagai eventyang diselenggarakan di 
Karaton Kasunanan Surakarta baik event kota, propinsi, nasional, maupun 
intenasional juga menjadi petanda makin terbuka serta makin intennya 
“komunikasi Budaya” antara  budaya Jawa dengan budaya Modern. Peran 
serta aktif kesenian Karaton Kasunanan Surakarta dalam berbagai event 
Internasioanal diberbagai Negara antara lain(Ausralia, Belanda, Belgia, 
Inggris, Jerman, Perancis, swis), Jepang, Hongkong, Korea selatan, 
Australia, seta Amerika Serikat juga merupakan bukti nyata dari 
kocntribusi Karaton Surakarta dalam mengharumkan nama Bangsa dan 
Negara Indonesia di kancah pergaulan dunia.
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C. Sistem Pemerintahan Karaton Kasunanan Surakarta 
1. Susunan Pemerintahan Karaton Kasunana Surakarta 
  Dalam susunan Pemerintahan Kasunanan Surkarta Hadiningrat, 
Raja menempati kedudukan yang paling tinggi.Raja yang bertahta di 
Kasunanan Surakarta Hadiningrat menyandang gelar Sampeyan Dalem 
Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Prabu Sri Paku Buwana Senapati 
Ing Alaga Ngabdulrahman Sayidin Pantagama, disingkat Sri Susuhan 
Pakubuwono.Gelar ini menetapkan Raja pada kedudukan teratas.Raja 
adalah pusat kekuasaan di Dunia. Raja merupakan orang nomor satu 
dan orang yang paling dihormati di Negaranya, Raja merupakan pusat 
kehidupan masyarakat dan dunia, Raja sebagai pemimpin tertinggi 
Peradilan Kerajaan, Raja adalah tempat kepala pemerintahan dan 
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panglima tertinggi angkatan perang, sekaligus seagai pemimpin 
keagamaan.
64
 
 Semenjak masa pemerintahan Sri Susuhan Pakoebowono III 
(1749-1788), penobatan Raja Surakarta harus mendapat izin dari 
Belanda (VOC kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Kolonial Hindia 
Belanda). Bahkan pihak Belanda berhak menentukan calon yang akan 
diangkat menjadi Raja. Belanda pun berhak menurunkan raja tersebut 
apabila dikehendaki.Selain itu, Raja terpilih harus menyepakati 
perjanjian atay kontrak politik yang dibuat oleh Belanda.Sebenarnya, 
Hegomi kaum Belanda terhadap urusan internal kerajaan sudah terjadi 
sejak lama. 
Meskipun belum menekan teralalu dalam seperti yang terjadi 
sejak pemerintahan Pakoebuwono III, akan tetapi sejak zaman 
kasultanan Mataram Islam, kasusnanan Kartasura Hadiningrat, hingga 
Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Belanda selalu punya cara untuk 
turut campur dalam urusan Ketatanegaraan Kerajaan. Hegemoni 
Kolonial di Yogjakarta, serta Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. 
Raja atau Susuhan dibantu oleh abdi dalem dalam menjalankan 
pemerintahan. Para pembantu atau pegawai Kerajaan, yang disebut 
juga kelompok biokrasi Kerajaan, ini terbagi ke dalam beberapa 
jabatan pemerintahan. Pelaksanaaan dan kekeuatan dalam menjalankan 
pemerintahan Kerajaaan akan berpengaruh terhadap kewibawaan 
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Kerajaan di mata rakyat maupun di dunia luar. Selaras dengan itu, 
kemampuan para Abdi Dalem, baik dalam loyalitas maupun kualitas 
sumber daya manusiawinya, juga akan menentukan tingkat kejayaan 
Kerajaan tersebut. Untuk membantu tugas-tugas keseharian Raja, 
terhadap posisi Panitera Dalem yang bertibdak sebagai Sekertaris 
Kerajaan.Selain itu, ada juga Pepatih Dalem yang bertugas selayaknya 
Perdana Mentri. Dengan kata lain, Pepatih Dalem merupakan tangan 
kanan Raja dalam menjalankan Pemerintahan. Seorang Pepatih Dalem 
menyandang gelar Adipati. Gelar yang sama juga diberikan kepada 
orang-orang yang ditunjuk memimpin pemerintahan didaerah-daerah 
yang berada di luar ibukota. 
Pada era kepimipinan Sri Susuhan Pakoebuwono X (1893-
1939), terjadi perubahan struktur pemerintahan Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat, yaitu dipisahkannya pemerintahan di ibukota dengan di 
luar ibukota, disebut juga Pemerintahan Kerajaan Nagari, dilimpahkan 
kepada Patih yang membawai Reh Kepatihan. Pemerintaha di dalam 
istana yang diampu oleh Putra Santoso Dalem mempunyai lembaga 
bawahnnya, antara lain: 
a. Lembaga yang mengurusi Raja, Pramaisuri, Selir dan Putra-Putri 
Raja, atau keluarga inti Istana (bergabug dalam Rah Kasentanan), 
dipimpin oleh Pangeran sentana. 
b. Lembaga yang membawai para Abdi Dalem yang berekrja di 
dalam Lingkungan Istana (tergabung dalam Rah Kanayakan), 
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dipimpin oleh Bupati Nayaka. Beberapa lembaga yang termasuk 
dalam Reh Kanayakan ini diantara adalah lembga yang menangani 
pekerjaan Istana, lembaga yang mengelola kebutuhan harian Istana, 
lembaga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan 
pangan Istana, lembaga yang bertugas mengurusi Siti Dhusun dan 
lain sebgainya. 
c. Lembaga yang bertugas mengelola keungan Istana (tergabung kas 
Karton), dipimpin oleh Wedana Bupati gedong. 
d. Lembaga yang menangani pengelolaan yayasan milik Istana, 
rumah tangga istana, segala perlengkapan Istan, dan kegiatan istana 
lainnya (tergabung dalam Reh Parentah), dipimpin oleh Wedana 
(Nayaka). 
e. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaaan usaha-usaha 
perkeunan milik istana, dipimpin oleh Bupati Pangrembe. 
f. Lembaga yang mengrusi Tanah Pamijen Karaton serta bangunan-
bangunan yang ada dilingkunagan Istana (tergabung dalam 
lembaga Harta benda), dipimpin oleh Abdi Dalem Pangrembe. 
 Sedangkan untuk mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah 
milik kerajaan di luar ibukota yang wewenangnya diserahkan kepada 
Patih dalam lembaga Rah Kapatihan terbagi dalam susunan lembaga 
atau golongan sebagi berikut: 
a. Golongan Sekretaris, yaitu lembaga yang menangani masalah 
kegiatan Kerajaan, Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian 
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Abdi Dalem Patih (Abdi Dalem yang mengurusi kegiatan ekonomi 
kerajaan), serta memimpin abdi dalem kantor agrarian. 
b. Golongan pengelola keuanga, yakni lembaga memiliki tugas dan 
wewenang anatara lain menangani kegiatan administrasi keuangan 
kerjaan, mengelola yayasan-yayasan milik kerajaan, serta 
mengangkat dan memberikan abdi dalem keuangan dan abdi dalem 
kartipradja. 
c. Golongan pengadilan dan pemerintahan yakni lembaga yang 
bertugas mengursi masalah ketentraman, kesehatan pendidikan, 
ekonomi, perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas 
pengangkatan dan pemberhentian abdi dalem pangeran praja dan 
abdi dalem pengadilan. 
 Secara khusus, lembaga pengadilan istana adalah instansi 
adalah instansi kerajaan yang bertugas menangani upaya-upaya 
penegakan hukum demi tercipyanya ketertiban diseluruh wilayah 
kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.Selain itu lembaga ini 
juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya pelanggaran dan tindak 
kejahatan laianya yang berpotensi membuat kedudukan Raja terancam. 
Sejak semakin menguatnya pengaruh Belanda dalam urusan tata 
Negara Kerajaan, sisitem peradilan di Kasunanan Surakarta 
hadiningrat pun sedikit banyak mengalami perubahan meurut apa yang 
dikendaki oleh pihak Belanda meskipun hal itu dilaksanakan secara 
bertahap. Inilah yang membuat banyak kebijakan Raja yang terkena 
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pengaruh dari kemauan Belanda kendati rakyat kerjaan, legitimasi atas 
kewibaan Raja masih tetap terjaga. 
   Tata cara mengenai hukum dan kebiasaan di Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat juga berlaku di kasultanan Ngayogjakarta 
Hadinigrat, diatur dalam kitab Undang-undang kerajaan yang terdiri 
dari Nawala Pradata, angger sedodo, angger ageng, dan angger 
gunung. Aturan-aturan tersebut merupakan warisan dari sistem tata 
Negara di kaultanan Mataram Islam. Kitab Undang-undang Kerajaan 
itu diberlakukan hingga sekitar tahun 1847 bersama dengan angger-
angger Nagari yang dicetuskan oleh sri Susuhan Pakoebuwono VII 
(1830-1858), pada tahun 1847 itu, terjadi perjanjian antara Kasunanan 
Surakarta Hadinngrat dan Pihak pemerintahan Kolonal Hindia Belanda 
buatan Kolonial. 
   Sejak tahunn 1942, jepang manguasai semua wilayah yang 
sebelumnya diduduki oleh Belnda, termasuk Surakarta. Oleh jepang 
wilayah territorial surakrtadisebut dengan nama Kochi, begitu pula 
degan penyebutan tiga wilayah Kerajaan Kasunanan Khoci dan 
Mangkunegaran Khoci. Selama penduduknya, pemerintahan militer 
jepang tidak banyak melakukan perubahan dalam pemerintahan yang 
selama ini telah dibubarkan di Kasunanan Surakrta Hadiningrat, 
kecuali dengan mengganti nama gelar pejabat beserta wilayah 
administrasinya kedalam bahasa Jepang. Jabatan Bupati, Wedana , 
Asisten Wedana,dan kepala Desa diganti dengan nama kentyo, guntyo, 
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santyo,dan kutyo. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan, pemerintah 
militer Jepang menempatkan wakil-wakilnya dalam struktur 
pemerintahan Kerajaan.
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2. Susunan Raja-raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat 
   Pemberontakan Pangeran Mangkubumi yang tidak menyetujui 
kebijakan kakaknya, Pakubuwana II  yang terlalu menguntungkan 
pihak penjajah menyebabkan terjadinya perang saudara, sampai 
akhirnya terjadi perjanjian Giyanti pada tanggal 17 Februari 1755. 
Perjanjian ini berisi kesepakatan yang membagi wilayah kekuasaan 
Kerajaan Mataram menjadi dua pemerintahan, yaitu Kasultanan 
Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. 
 Kasultanan Yogyakarta dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi 
yang kelak bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, sedangkan 
Kasunanan Surakarta dikuasai oleh Pakubuwana III, putera dari 
PakubuwanaI I, karena pada waktu perjanjian Giyanti ditandatangani, 
Pakubuwana II telah mangkat. Berikut ini adalah raja-raja keturunan 
dari Raja Pakubuwana III
66
:  
a. Sri Susuhunan Pakubuwana III (1755-1788) 
    Sri Susuhunan Pakubuwana III memiliki nama asli Raden 
Mas Suryadi. Beliau adalah raja yang menandatangani Perjanjian 
Giyanti bersama pamannya Pangeran Mangkubumi dan Belanda. 
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Raja kedua ini mengalami cobaan yang sangat berat pada waktu 
pemerintahannya, seperti pemberontakan dan perang saudara, 
kudeta karena sikap politiknya yang lemah dan selalu dikendalikan 
oleh bangsa penjajah. Kekacauan dari luar dan dalam istana yang 
terus merongrong ini bahkan belum reda hingga saat mangkatnya, 
yaitu pada tahun 1788 
b. Sri Susuhunan Pakubuwana IV (1788-1820) 
    Putera mahkota yang menggantikan kedudukan Raja 
Pakubuwana II adalah raja yang cerdas, tegas, taat beragama, dan 
pemberani, dan  memiliki nama asli Raden Mas Subadya. Raja 
muda ini konon memiliki wajah yang rupawan, sehingga beliau 
dipanggil Sunan Bagus.Sri Susuhunan Pakubuwana IV ini bercita-
cita mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan yang terpecah 
dalam satu kedaulatan, yaitu Kerajaan Mataram. Selain sebagai 
seorang negarawan yang ulung, ternyata sang Raja juga seorang 
yang memiliki jiwa sastra. Salah satu buah karyanya adalah tulisan 
berjudul Serat Wulangreh.Setelah mangkat pada tahun 1820. 
c. Pakubuwana V (1820-1823) 
 Penerus tahta berikutnya hanya memiliki masa kekuasaan 
yang pendek, yaitu selama 3 tahun. Pakubuwana V yang bernama 
asli Raden Mas Sugandi ini, memiliki julukan lain yaitu Sunan 
Sugih (raja yang kaya), karena selain memiliki harta yang banyak, 
ia juga memiliki banyak ilmu kesaktian. Pada masa 
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pemerintahannyalah Serat Centhini, karya sastra Jawa kuno 
 yangsangat terkenal itu ditulis. Beliau mangkat pada tahun 1823 
dan tahta dilanjutkan oleh puteranya, yaitu Pakubuwana VI 
d. Pakubuwana VI (1823-1830) 
Putera mahkota yang kelak bergelar Pakubuwana VI ini 
terlahir dengan nama Raden Mas Sapardan. Sang Raja terkenal 
memiliki kegemaran bersemedi sehingga memiliki nama panggilan 
Sinuhun BangunTapa. Beliau diketahui memiliki hubungan yang 
akrab dengan Pangeran Diponegoro dan banyak berjasa dalam 
membantu perjuangannya melawan penjajah. 
 Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, beliau pun tak 
lama kemudian ikut ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Raja 
Pakubuwana VI wafat pada usia 42 tahun dan mendapat gelar 
pahlawan nasional dari Pemerintah Indonesia. Belanda yang 
membunuh beliau dengan menembak dahinya, berusaha menutupi 
penyebab kematian sang Raja dengan menyatakan, bahwa raja 
meninggal mengalami kecelakaan di laut. 
e. Pakubuwana VII (1830-1858) 
 Terlahir dengan nama Raden Mas Malikis Solihin, beliau 
bukanlah putera dari Pakubuwana VI, melainkan pamannya. Pada 
waktu raja terdahulu dibuang ke Ambon, beliaulah yang naik tahta 
untuk menggantikan.Masa pemerintahannya berlangsung aman, 
tentram dan damai, sehingga geliat sastra meningkat di 
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Surakarta.Beliau mangkat tanpa meninggalkan putera mahkota, 
sehingga tahtanya diambil alih oleh Pakubuwana VIII yang 
merupakan kakaknya dan naik tahta pada waktu sudah berusia 69 
tahun. 
f. Pakubuwana VIII (1858-1861) 
  Pakubuwana VIII memiliki nama asli Raden Mas Kusen, 
adalah seorang raja yang hanya memiliki seorang permaisuri tanpa 
selir-selir yang lain. Masa pemerintahannya hanya tiga tahun dan 
beliau pun wafat tanpa memiliki putera mahkota, sama seperti 
adiknya. Yang kemudian menggantikannya untuk menjalankan 
pemerintahan adalah putera dari Raja Pakubuwana VI. 
g. Pakubuwana IX (1861-1893) 
Raja Pakubuwana IX memiliki namaasli Raden Mas 
Duksino. Ayahnya adalah Raja Pakubuwana VI,  seorang pahlawan 
yang gigih membela tanah air melawan penjajahan Belanda 
bersama Pangeran Diponegoro. Sebenarnya sang Raja adalah raja 
yang adil dan bijaksana, hanya saja bangsawan-bangsawan di 
sekitarnya adalah orang-orang yang gemar mencari keuntungan 
bagi dirinya sendiri, sehingga pemerintahan Raja Pakubuwana IX 
tidak membawa banyak kemajuan. Setelah mangkatnya, beliau 
digantikan oleh puteranya sendiri yang kelak bergelar Pakubuwana 
X. 
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h. Pakubuwana X (1893-1939) 
Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan 
Pakubuwana X adalah gelar lengkap dari Raden Mas Malikul 
Kusno setelah dilantik menjadi raja.Beliau memerintah selama 46 
tahun dan pada masa pemerintahannya Kerajaan Surakarta 
memasuki era modernisasi.Tidak banyak terjadi perang atau 
peristiwa politik yang menggemparkan.Pada masa tersebut justru 
banyak dibangun infrastruktur modern, seperti stasiun, pasar, 
stadion, dan sebagainya.Beliau mangkat dan mendapat gelar Sunan 
Panutup dari rakyatnya, yang berarti raja besar yang terakhir. 
i. Pakubuwana XI (1939-1945) 
Putera mahkota penerus tahta berikutnya terlahir dengan 
namaRaden Mas Antasena, dan selanjutnya menjadi raja dengan 
gelar Pakubuwana XI.  Berbeda dengan sang ayah, beliau 
menjalankan pemerintahan pada masa-masa berat perang dunia ke-
2, dan pergantian bangsa yang menguasai kedaulatan Indonesia. 
Pemerintahan beliau terjadi pada masa penjajahan Jepang. 
j. Pakubuwana XII (1945-2004) 
Setelah Pakubuwana XI, Pakubuwana XII menggantikan 
posisi ayahandanya menjadi raja Surakarta. Keadaan masih belum 
aman saat itu, apalagi Republik Indonesia sedang bersiap untuk 
memproklamasikan kemerdekaannya.Setelah wafatnya, terjadi 
keributan di istana antara Pangeran Hangabehi dan Pangeran 
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Tejowulan yang memperebutkan tahta.Keributan yang terjadi 
antara dua pangeran itu disebabkan karena raja terdahulu tidak 
memiliki permaisuri yang sah.Tetapi akhirnya, Pangeran 
Hangabehi sebagai putera tertua dan atas restu seluruh keluarga 
kerajaan, membuat beliau yang dinobatkan sebagai Pakubuwana 
XIII, sedangkan adiknya menjadi maha patih. Perselisihan itu 
dianggap selesai dan kini kedua kakak beradik itu bekerja sama 
untuk memajukan keraton sebagai warisan budaya khususnya 
budaya Jawa dan penjaga tradisi luhur masyarakat Jawa. 
   Pakubuwana XIII bernama Sahandap Sampejandaem 
Ingkang Sinoehoen Kangjeng Soesohonan Pokoebuwono Ingkang 
Kaping XIII dan menjabat pada tahun 2004 sampai sekrang. 
Pakubuwana XIII ini mempunyai anak 35dan mempunyai istri 
6.Tetapi yang dinikahi secara sah menurut agama maupun negara 
hanyalah satu orang istri saja yang bernama K.R.Ageng (Kanjeng 
Ratu Ageng). Sedangkan yang lain hanyalah selir yang dinikahi 
secara siri.
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D. Sejarah  Midodareni Adat Karaton Kasunanan Surakarta 
Malam ini merupakan malam terakhir pengantin putri sebagai 
remaja atau gadis. Dari jam enam sampai jam 12 malam pengantin putri 
tidak boleh keluar kamar. Selama waktu ini dia dikunjungi oleh keluarga 
dan teman (perempuan saja).Waktu ini untuk perkenalan dengan keluarga 
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pengantin putra dan untuk menerima nasihat tentang hidup sesudah 
menikah dari ibu-ibu.Pengantin diberi makanan untuk terakhir kalinya 
oleh orang tuannya.
68
 
Pada malam sebelum pernikahan pengantin putra diserahkan 
kepada keluarga putri dalam acara nyantri. Dia akan menginap di rumah 
pangantin putri, walaupun mereka tidak boleh bertemu, karena persiapan 
unutk pernikahan dimulai pada pagi hari. 
Kepercayaan bahwa pengantin putri dikunjungi bidadari supaya dia 
kelihatan cantik selama upacara pernikahan.kepercayaan ini berasal dari 
legenda “Jaka Tarub”. Menurut cerita seseorang laki-laki bernama Jaka 
Tarub dia ingin beristri dengan seorang bidadari bernama Nawang Wulan. 
Jaka Tarub menyembuyikan busana Nawang Wulan waktu dia mandi 
supaya tidak bisa kembali ke surga karena dia tidak bisa terbang lagi. 
Sesudah pasangan menikah Nawang Wulan melahirkan seorang putri, 
bernama Nawangsari tetapi Nawang Wulan berpisah dari putrinya. Suatu 
hari Nawang Wulan menemukan busana sehingga dia bisa pulang ke surga 
tetapi dia berjanji untuk kembali dan mengunjungi putrinya, kalau dia 
menikah, pada malam sebelum upacaranya.
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E. Pengertian Midodareni Adat Karaton Kasunanan Surakarta 
Midodareni atau malam  midodareni adalah sebutan rangkaian 
upacara yang diadakan di rumah calon mempelai wanita pada malam hari 
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menjelang upacara panggih esok harinya. Inti dari acara midodareni ini 
adalah malam dimana orang tua memberikan wejangan kepada calon 
mempelai wanita mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
kehidupan rumah tangga suami dan istri.Di masa lalu wejangan 
dipaparkan dalam bentuk simbol-simbol.Oleh karena itu biasanya yang 
hadir di Malam Midodareni ini kebanyakan adalah para tamu yang sudah 
sepuh termasuk para sesepuh.Di samping itu di Malam Midodareni 
umumnya dipakai untuk melakukan pengecekan terhadap semua persiapan 
rangkaian upacara pernikahan. Di Malam  Midodareni ini juga diadakan 
(1) upacara Jonggolan, (2) turunya Kembar Mayang, (3) dan Majemukan. 
Dalam upacara adat pernikahan di Karaton Kasunanan Surakarta, 
hanya dilakuakan upacara Jonggolan dan Majemukan saja, sehingga 
upacara turunnya Kembar Mayang akan diikutsertakan pada upacara Kirab 
Penganten yang akan dibawa oleh Abdidalem Ngulama yang berjalan di 
depan kanan kiri Krobongan atau Patenan.
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F. Tata Cara Midodareni Adat Karaton Kasunanan Surakarta 
 Upacara Majemukan dilaksanakan tengah Malam Midodareni. 
Wujudnya adalah selamatan (Wilujengan) dan Tirakatan. Intinya adalah 
permohonan kepeda Tuhan Yang Maha Esa agar semua rangkaian upacara 
pernikahan yang niatkan pemangku hajat dikaruniani keselamatan  dari 
awal sampai akhir.
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 Sebelum acara Midodareni dilaksanakan diadakan “masak-masak” 
oleh Mbok Mban Abdi Dalem Karaton Surakarta. Biasanya “masak-
masak” dilakukan di tempat khusus yaitu “koken”.72 
 Biasanya juga ada Gending khusus yang di sajikan dalam malam 
Midodareni diantranya adalah Mugi Rahayu, Sri Widodo, Ladrang Santi 
Mulyo dan Midoreng Tyas Pelog.
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Bentuk Midodareni di Karaton Kasunanan Surakarta cermin dari 
masyarakat, sebab dahulu Karaton merupakan pusat kekuasaan pemerintah 
yang berpuluh-puluh tahun, sehingga masih dijadikan kiblat dari budaya 
Jawa selama ini. Karena kuatnya adat istiadat di tanah Jawa ini (khususnya 
wilayah Karaton) yang memiliki corak budaya sendiri (khusus) maka 
sampai sekararang masih dilestarikan. 
Begitupula yang dilaksanakan di Karaton Kasunanan Surakarta 
haruslah melalui urutan atau aturan adat Karaton sebagai tahap-tahap 
perkawinan adat. Adapun tahap-tahap Midodareni adat Karaton Surakarta 
yaitu :
74
 
1. Jonggolan 
 Datangnya calon pengantin ke tempat calon mertua.„Njonggol‟ 
diartikan sebagai menampakkan diri.Tujuannya untuk menunjukkan 
bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan selamat, dan hatinya telah 
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Mayang sasat Midodareni di Karaton Surakarta), 24 Mei 2017. 
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Kasunanan Surakarta), 27 April 2017. 
69 
 
 
mantap untuk menikahi putri mereka.Selama berada di rumah calon 
pengantin wanita, calon pengantin pria menunggu di beranda dan 
hanya disuguhi air putih.Jonggolan biasanya langsung dilakukan oleh 
Pegawai KUA setempat dimana kedua calon mempelai menikah. Di 
situ Pegawai KUA menanyakan semua syarat sudah siap dan terpenuhi 
apa belum.
75
 
2. Tantingan 
 Kedua orangtua mendatangi calon pengantin wanita di dalam 
kamar, menanyakan kemantapan hatinya untuk berumah tangga. Maka 
calon pengantin wanita akan menyatakan ia ikhlas menyerahkan 
sepenuhnya kepada orangtua, tetapi mengajukan permintaan kepada 
sang ayah untuk mencarikan „kembar mayang‟ sebagai isyarat 
perkawinan. 
3. Tumendak  Kembar Mayang 
 Turunnya Kembar Mayang merupakan saat sepasang Kembar 
Mayang dibuat. Kembar Mayang ini milik para dewa yang menjadi 
persyaratan, yaitu sebagai sarana calon pengantin perempuan berumah 
tangga. Dalam kepercayaan Jawa, Kembar Mayang hanya dipinjam 
dari dewa, sehingga apabila sudah selesai dikembalikan lagi ke bumi 
atau dilabuh melalui air. Dua Kembar Mayang tersebut dinamakan  
Dewandaru dan Kalpandaru. Dewandaru mempunyai arti wahyu 
pengayoman. Maknanya adalah agar pengantin pria dapat memberikan 
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pengayoman lahir dan batin kepada keluarganya. Sedangkan 
Kalpandaru, berasal dari kata kalpa yang artinya langgeng dan daru 
yang berarti wahyu. Maksudnya adalah wahyu kelanggengan, yaitu 
agar kehidupan rumah tangga dapat abadi selamanya. 
 Biasanya Kembar Mayang di bawa oleh laki-laki berjumlah 
dua orang yang masih perjaka (belum nikah) yang salah satunya 
pernah di bawakan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Ponco Hadipuro 
selaku orang yang di utus dari Karaton Surakarta pada saat karaton 
Punya hajat Midodareni 
 Didalam Karaton Kasunanan Surakarta sendiri ada sebutan 
khusus untuk orang yang membawa kembar mayang pada saat hajatan 
yaitu Pringgo Rumekso dan jogo Rumekso.Sedangkan orang yang 
membutuhkan Kembar Mayang disebut Saroyo Jati.
76
 
4. Wilujengan Majemukan 
 Wilujengan Majemukan adalah silahturahmi antara keluarga 
calon pengantin pria dan wanita yang bermakna kerelaan kedua pihak 
untuk saling berbesanan. Kalau dari kelurga Karaton Sendiri biasanya 
sebelum melakukan  Wilujengan Majemukan diadakan acara 
“Tetembungan. Biasanya Tetembungan dari Karaton Surakarta 
mengutus Kanjeng Sulaiman selaku Abdi Dalem Pengawal Raja.
77
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Selanjutnya ibu calon pengantin wanita menyerahkan Angsul-
angsul atau oleh-oleh berupa makanan untuk dibawa pulang kepada 
ibu calon pengantin pria.Sesaat sebelum rombongan pulang, orang tua 
calon pengantin wanita memberikan kepada calon pengantin pria. 
Pelaksanaan adat Midodareni di Karaton kasunanan Surakarta 
Menurut Bapak Khosin (Imam Masjid Agung Surakarta) pada 
dasarnya menyerap pada simbol- simbol ajaran agama Hindu, akan 
tetapi pada zaman Walisongo adat tersebut tidak dihilangkan 
dikalangan masyarakat, tetapi mereka merubah adat  tersebut dengan 
metode Islamisasi. Hal tersebut dilakukan karena adat Midodareni 
sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat   .
78
 Sedangkan Menurut 
Bapak Wasono Nurhadi (Tokoh Masyarakat Baluwarti) pandangan 
Hukum Islam terhadap tradisi Midodareni itu bisa dikatakan haram 
apabila telah menyalahi hukum Islam.  Seperti masih mempercayai 
datangnya para Bidadari yang turun pada saat prosesi tersebut. Jadi 
adat Midodareni itu dapat dan tidak diterimanya di kalangan 
masyarakat tergantung mereka yang melaksanakannya. Bagi 
masyarakat yang menerima adat Midodareni  apabila dalam 
pelaksanaannya mereka tidak mempercayai datangnya para Bidadari 
yang turun pada saat prosesi tersebut (Urf s}ah}i>h}) Sedangkan bagi 
masyarakat yang tidak menerima adat Midodareni  apabila dalam 
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pelaksanaannya masih mempercayai datangnya para Bidadari yang 
turun pada saat prosesi tersebut (Urf fas}i>d})79 
G. Penentuan Waktu Midodareni Berdasarkan Adat Karaton Kasunanan 
Surakarta 
 Dalam menentukan hari Midodareni itu orang Jawa khususnya 
orang Karaton Surakarta menggunakan “Ngilmu Titen” atau yang sering di 
sebut dengan Niteni. Niteni yang dimaksud di sisni adalah memperhatikan 
hari atau tanggal yang di anggap sebagai hari sakral seperti halnyahari 
kematian bapaknya calon pengantin perempuan mauapun calon pengantin 
laki-laki. Dan biasanya kalau hari ataupun tanggal tersebut tetap dilanggar 
untuk melangsungkan upacara adat seperti Midodareni akan terjadi hal 
buruk pada acara malam hari itu. Jadi untuk penentuan tanggal maupun 
hari Midodareni lebih baik di cari hari yang baik dan tidak ada 
hubungannya dengan hari maupun tanggal yang sakral walaupun semua 
hari itu baik.
80
 
Didalam menentukan waktu Midodareni di Karaton Kasunana  
Surakarta biasanya hanya di tentukan oleh kedua belah pihak keluarga 
calon pengantin pria maupun wanita. Jadi tidak ada ketentuan dari Raja 
maupun orang khusus.
81
 
                                                             
79
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H. Syarat-Syart Dalam Menjalankan Midodareni Adat Karaton 
Kasunanan Surakarta 
   Syarat Midodareni adat Karatom  Kasunann Surakarta hingga 
sampai sekarang memiliki aturan atau corak tersendiri. Sejak Kerajaan 
Mataram hingga berdirinya Karaton Kasunan Surakarta pada dasarnya 
masih berdasarkan ajaran Islam, karena dari Kerjaan Mataram sendiri 
masalah Midodareni menggunakan ajaran agama Islam. Aturan- aturan 
atau corak terdapat perbedaan itu hanya semata untuk melestarikan 
kebudayaan peninggalan para leluhur, aturan pemerintah secara Undang- 
undang Perkawinan, juga menggunakan dari ajaran agama Islam.
82
 
 Menurut Kanjeng Winarno ada Syarat- syarat yang di atur dalam 
Karaton Kasunanan Surakrta menjelang Malam Midodareni meliputi 
antara lain:
83
 
1. Manten tidak boleh tidur satu hari penuh 
2. Calon Pengantin Perempuan harus sudah di paes tapi tidak penuh 
3. Adat Midodareni Karaton Kasunanan Surakarta harus dilaksanakan 
pada jam 12 malam pas tidak boleh kurang 
a. Harus di sediakan:  
1) Sepasang kembar mayang ( dipasang di kamar pengantin ) 
                                                             
82
 Wawancara: Kanjeng Triyono (Abdi Dalem Bon Darat: Bertugas bersih-bersih Karaton 
Kasunanan Surakarta), 23 Mei 2017. 
83
Wawancara : Kanjeng Winarno (Abdi Dalem Garap Bagian Perkantoran di Sasono 
Wilopo Pada hari biasa di Karaton Kasunanan Surakrta, Bagian Ketua Saat Midodareni di Karaton 
Kasunanan Surakarta ), 26 April 2017. 
 
74 
 
 
2) Sepasang klemuk (periuk) yang diisi dengan bumbu pawon, 
biji-bijian, empon-empon dan dua helai bangun tulak untuk 
menutup klemuk tadi 
3) Sepasang kendi yang diisi air suci yang cucuknya ditutup 
dengan daun dadap srep (tulang daun/ tangkai daun)Mayang 
jambe (buah pinang), daun sirih yang dihias dengan kapur. 
4) Baki yang berisi potongan daun pandan, parutan kencur, laos, 
jeruk purut, minyak wangi, baki ini ditaruh dibawah tepat 
tidur supaya ruangan berbau wangi. 
5) Tumpeng dan Ingkung  di pasang di atap rumah gunanya 
sebagi doa agar ijab pada pagi hari berjalan dengan lancar 
Menurut Bu Tinah selaku “Mbok Mban” Karaton 
Kasunanan Surakarta biasanya setelah selesainya Midodareni saat 
jam 24.00  calon pengantin dan keluarganya bisa makan hidangan 
yang terdiri dari:
84
 
1) Nasi gurih 
2) Sepasang ayam yang dimasak lembaran ( lingkung, Jawa) 
3) Sambel pecel, sambel pencok, lalapan 
4) Krecek 
5) Roti tawar, gula jawa 
6) Kopi pahit dan teh pahit 
7) Rujak degan 
8) Lampu juplak minyak kelapa untuk penerangan ( jaman dulu). 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN DALIL ‘URF 
TERHADAP ADAT MIDODARENI KARATON KASUNANAN  
SURAKARTA 
 
 
A. Prosesi Adat Midodareni di Karaton kasunanan Surakarta 
1. Adat Midodareni di  Karaton kasunanan Surakarta 
Kehidupan ini memang beragam, baik dalam permasalahan umum 
maupun permasalahan khusus.Pelaksasaan Midodareni dari segi umum 
maupun secara khusus merupakan sesuatau hal yang harus kita 
pelajari. Didalam adat Midodareni merupakan permasalahan bagi 
seseorang yang harus mengetahui hal-hal apakah yang dilarang atau 
tidak. Di Karaton  Kasunanan  Surakarta telah penulis jelaskan pada 
BAB III, pelaksanaan Midodareni yang terjadi  di Karaton Kasunanan 
Surakarta sangat rumit dibandingkan dengan Midodareni yang 
dilaksanakan oleh rakyat biasa pada umumnya. 
Adapun tahap-tahap Midodareni yang dilaksanakan di karaton 
Surakarta diantaranya sebagai berikut: 
1. Jonggolan 
 Datangnya calon pengantin ke tempat calon mertua. 
“Njonggol” diartikan sebagai menampakkan diri.Tujuannya untuk 
menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan selamat, dan 
hatinya telah mantap untuk menikahi putri mereka. Selama berada 
di rumah calon pengantin wanita, calon pengantin pria menunggu di 
beranda dan hanya Disuguhi air putih. Jonggolan biasanya langsung 
75 
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dilakukan oleh Pegawai KUA setempat dimana kedua calon 
mempelai menikah.  Di situ Pegawai KUA menanyakan semua 
syarat sudah siap dan terpenuhi apa belum.
85
 
2. Tantingan 
 Kedua orangtua mendatangi calon pengantin wanita di 
dalam kamar, menanyakan kemantapan hatinya untuk berumah 
tangga.  Maka calon pengantin wanita akan menyatakan ia ikhlas 
menyerahkan sepenuhnya kepada orangtua, tetapi mengajukan 
permintaan kepada sang ayah untuk mencarikan Kembar Mayang 
sebagai syarat perkawinan. 
3. Tumendak  Kembar Mayang 
 Tumendak kembar mayang merupakan saat sepasang 
Kembar Mayang dibuat. Kembar Mayang ini milik para dewa yang 
menjadi persyaratan, yaitu sebagai sarana calon pengantin 
perempuan berumah tangga. Dalam kepercayaan Jawa, Kembar 
Mayang hanya dipinjam dari dewa, sehingga apabila sudah selesai 
dikembalikan lagi ke bumi atau dilabuh melalui air. Dua Kembar 
Mayang tersebut dinamakan Dewandaru dan Kalpandaru. 
Dewandaru  mempunyai arti wahyu  pengayoman. Maknanya 
adalah agar pengantin pria dapat memberikan pengayoman lahir dan 
batin kepada keluarganya. Sedangkan Kalpandaru, berasal dari kata 
kalpa yang artinya langgeng dan Daru yang berarti wahyu. 
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Maksudnya adalah wahyu kelanggengan, yaitu agar kehidupan 
rumah tangga dapat abadi selamanya. 
 Biasanya Kembar Mayang di bawa oleh laki-laki 
berjumlah dua orang yang masih perjaka (belum nikah) yang salah 
satunya pernah di bawakan oleh Kanjeng Raden Tumenggung 
Ponco Hadipuro selaku orang yang di utus dari Karaton Surakarta 
pada saat karaton Punya hajat Midodareni 
 Didalam Karaton Kasunanan Surakarta sendiri ada 
sebutan khusus untuk orang yang membawa kembar mayang pada 
saat hajatan yaitu Pringgo Rumekso dan jogo Rumekso.Sedangkan 
orang yang membutuhkan Kembar Mayang disebut Saroyo Jati.
86
 
4. Wilujengan Majemukan 
 Wilujengan Majemukan adalah silahturahmi antara 
keluarga calon pengantin pria dan wanita yang bermakna kerelaan 
kedua pihak untuk saling berbesanan. Kalau dari kelurga Karaton 
Sendiri biasanya sebelum melakukan  Wilujengan Majemukan 
diadakan acara Tetembungan.Dan biasanya “Tetembungan”dari 
Karaton Surakarta mengutus Kanjeng Sulaiman selaku Abdi Dalem 
Pengawal Raja.
87
 
Dalam upacara adat pernikahan di Karaton kasunana 
Surakarta, hanya dilakuakan upacara Jonggolandan Majemukan 
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saja, sehingga upacara turunnya Kembar Mayang akan 
diikutsertakan pada upacara Kirab Penganten yang akan dibawa 
oleh Abdidalem Ngulama yang berjalan di depan kanan kiri 
Krobonganatau Patenan.
88
 
Pada umumnya Midodareni adat Karaton kasunanan 
Surakarta  adalah sebutan rangkaian upacara yang diadakan di 
rumah calon mempelai wanita pada malam hari menjelang upacara 
panggih esok harinya. 
Midodareni adat Karaton kasunan Surakarta harus 
dilaksanakan tepat pukul 24.00 beda dengan rakyat biasanya yang 
melakukan Midodareni pada pukul 19.00. Rangkaian acara pada 
malam hari sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh rakyat 
biasa. Di Karaton kasunanan Surakarta juga melakukan pengajian 
sama halnya dengan rakyat biasa. Tetapi didalam Karaton 
Kasunanan Suarakarta  sendiri terdapat “Gending” khusus yang 
harus di sajikan pada malam hari saat Midodareniyaitu Mugi 
Rahayu, Sri Widodo, Sidomukti, Ladarang Santi Mulyo, Midoreng 
Tyas Pelog. 
Dari uraian diatas peneliti dapat menganilisis bahwa tujuan 
adat  Midodareni  Karaton kasunan Surakarta yang dilakukan 
masyarakat saat ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-
nilai buadaya yang ada. Melesetarikan nilai budaya yang terkandung 
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pada Midodaren.  Adat Karaton Kasunanan Surakarta bukanlah 
tanpa alasan, hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat 
Baluwarti di tengah-tengah maraknya perkembangan pola berfikir 
dan kehidupan sosial masyarakat. Maka tidak bisa dipungkiri ketika 
budaya-budaya lain yang masuk kepada masyarakat Baluwarti dapat 
mempengaruhi berubahnya budaya-budaya lain. Dengan kata lain 
melestarikan adat ini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk 
menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis dan menghilang seiring 
berkembangnya zaman. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi 
masyarakat untuk meneruskan dan menjaga apa yang dilakukan 
pendahulu mereka, yaitu nguri-nguri warisan budaya bangsa yang 
bernilai tinggi. 
B. Pandangan Dalil ‘Urf  Terhadap Adat Midodareni di Karaton 
Kasunanan Surakarta 
Kalau kita kaji dan kita kaitkan dengan Prosesi Midodareni adat 
Karaton Surakarta secara Hukum Islam tidaklah bertentangan dengan 
ajaran hukum Islam. Prosesi adat Midodareni Karaton Kasunanan 
Surakarta itu hanyalah untuk melestarikan adat dan budaya serta tradisi 
peninggalan para leluhur nenek moyang pada zaman dahulu, karena dalam 
ajaran Islam yang terdapat dalam kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi : 
ٌ  
Artinya: 
“ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum “ 
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Kaidah ini juga bersumber pada suatu hadis nabi yang berbunyi: 
 
 
Artinya: 
“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik 
pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam 
maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk".( (HR. 
Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud). 
 
Kalau kita lihat hadis diatas, pelaksanan Midodareni adat Karaton 
kasunanan Surakarta juga bertujuan demi kemaslahatan. Kemaslahatan itu 
terlihat dari tujuannya untuk menjaga harkat dan mertabat serta 
kewibawaan keluarga Karaton, dimana pada jaman dahulu Karaton adalah 
pusat pemerintahan. 
Adat Midodareni Karaton kasunanan Surakarta jika dilihat dari 
sudut pandang „Urf sudah memenuhi persyaratan sebagai „Urf. 
Diantaranya  persyaratan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya  
antara lain 
89
: 
1. „Urf  itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 
Adat Midodareni di Karaton Kasunanan Surakarta yang terjadi 
pada saat ini di dalam masyarakat mempunyai sisi-sisi kemaslahatan 
yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya jawa yang telah berjalan 
sekian lama dalam masyarakat Baluwarti. Yang mana kelurahan 
Baluwarti dalam sejarah terbentukknya daerah tersebut tidak bisa 
dilepaskan dari Karaton Surakarta. Yang nantinya pelaksanaan 
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Midodareni adat Karaton Surakarta berdampak baikpula untuk 
pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. 
2. „Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang 
berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar 
warganya. 
Pada dasarnya pelaksaan Midodareni adat Karaton Kasunanan 
Surakarta dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tidak pandang 
status sosial, keturuanan serta kedudukan lainya 
3. „Urf  yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 
(berlaku) pada saat itu, bukan „Urf  yang muncul kemudian. 
Adat Midodareni Karaton Kasunanan Surakarta ini telah ada 
sebelum penetapan hukum, artinya adat Midodareni Karaton Kasunan 
Surakarta yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh 
masyarakat Baluwarti yang kemudian datang ketetapan hukum untuk 
dijadikan sandaran. 
4. „Urf  tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada atau 
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 
Adat Midodareni di Karaton kasunanan Surakarta yang 
berkembang saat ini tidak bersimpangan pada norma-norma Islam. 
Adat yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam 
pelaksanaan. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggan tersendiri bagi 
yang menjalankan  adat Midodareni yang berlaku di Karaton 
Kasunanan Surakarta. 
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Pelaksanaan adat Midodareni di Karaton kasunanan Surakarta 
Menurut Bapak Khosin (Imam Masjid Agung Surakarta) pada 
dasarnya menyerap pada simbol- simbol ajaran agama Hindu, akan 
tetapi pada zaman Walisongo adat tersebut tidak dihilangkan 
dikalangan masyarakat, tetapi mereka merubah adat tersebut dengan 
metode Islamisasi. Hal tersebut dilakukan karena adat Midodareni 
sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat.
90
 Sedangkan Menurut 
Bapak Wasono Nurhadi (Tokoh Masyarakat Baluwarti) pandangan 
Hukum Islam terhadap adat Midodareni itu bisa dikatakan haram 
apabila telah menyalahi hukum Islam.  Seperti masih mempercayai 
datangnya para Bidadari yang turun pada saat prosesi tersebut. Jadi 
adat Midodareni itu dapat dan tidak diterimanya di kalangan 
masyarakat tergantung mereka yang melaksanakannya. Bagi 
masyarakat yang menerima adat Midodareni  apabila dalam 
pelaksanaannya mereka tidak mempercayai datangnya para Bidadari 
yang turun pada saat prosesi tersebut („Urf s}ah}i>h}). Sedangkan bagi 
masyarakat yang tidak menerima adat Midodareni  apabila dalam 
pelaksanaannya masih mempercayai datangnya para Bidadari yang 
turun pada saat prosesi tersebut (Urf fas}i>d})91 
                                                             
90
 Wawancara: Bapak Khosin (Imam Masjid Agung Surakarta), 30 Agustus 2017. 
91
 Wawancara: Bapak Wasono Nurhadi (Tokoh Masyarakat di Baluwarti), 30 Agustus 
2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Prosesi adat Midodareni Karaton kasunanan Surakarta memiliki tata 
cara yang khusus dalam keluarga tradisional, Prosesi adat Midodareni 
dilakukan menurut tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu 
yang terdiri dari 1. Jonggolan, 2.Tantingan, 3. Tumendak Kembar 
Mayang, 4. Majemukan atau Midodareni. Tetapi prosesi Tumendak 
Kembar Mayang yang dilakukan pada adat Karaton Surakarta saat ini 
adalah dilakukan pada saat acara kirab pengantin yang akan dibawakan 
oleh Abdi Dalem Ngulama yang berjalan di depan Joli Penganten, dan 
akan ditempatkan di depan kanan kiri Krobongan atau Patanen. 
Upacara adat ini dialakukan pada pengantin berdarah biru dan 
keturunan ningrat. Terdapat beberapa perbedaan dalam Midodareni 
yang dilakukan oleh Karaton Kasunanan Surakarta dengan masyarakat 
biasa. Salah satu perbedaanya terdapat pada waktu malam Midodareni. 
Di Karaton Kasunanan Surakarta malam Midodareni harus 
dilaksanakan tepat pukul 24.00 sedangkan masyarakat biasa, biasanya 
mereka hanya melakukan pada jam 19.00.  
2. Adat Midodareni Karaton Kasunanan Surakarta jika dikaji dan 
dianalisis melalui „Urf, maka peneliti mengkategorikan adat 
Midodareni ini termasuk pada„Urf s}ah}i<h, yang mana tradisi ini dapat 
diterima kehadirannya oleh masyarakat dan dapat dikatakan sebagai 
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f}as}i>d apabila menyimpang dari dalil syara‟ yang ada. Adat Midodareni 
Karaton kasunanan Surakarta yang terjadi saat ini adalah kebiasaan 
yang lebih dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu 
tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 
ajaran Islam, serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau 
sebalikanya. Adat ini menjadi baik Karena tidak merusak dari tujuan 
Midoadreni dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, 
maka adat ini diketegorikan sebagai „Urf dan mengandung 
kemaslahatan. 
B. Saran-saran 
Saran yang ingin penulis sampaikan dalam peneliti ini adalah: 
1. Dalam menjalankan prosesi adat Midodareni,  masyarakat sebaiknya 
tidak perlu terlalu terpaku pada adat Midodareni Karaton Surakarta. 
Sehingga masyarakat tidak terbebani atas hal itu. 
2. Sebaiknya masyarakat Kelurahan Baluwarti, dalam melaksanakan 
tradisi-tardisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat 
setempat dan hukum agamanya masing-masing. Sehingga keduanya 
dapat berjalan dengan seimbang. 
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LAMPIRAN 
88 
 
 
Lampiran Wawancara 
Pertanyaan Wawancara Bersama Kanjeng Winarno (Abdi Dalem Garap) 
1. Apa pengertian Midodareni adat Karaton Surakarta? 
2. Kapan dilaksanakan tradisi Midodareni adat Karaton Surakarta tersebut? 
3. Sejak kapan tradisi adat Midodareni dilaksanakan di lingkungan Karaton 
Surakarta? 
4. Apa saja yang harus dipersiapkan pada saat melakukan tradisi adat 
Midodareni di Karaton Surakarta? 
5. Apa perbedaan tradisi adat Midodareni Karaton Surakarta dengan tradisi 
Midodareni yang dilakukan oleh rakyat biasa? 
6. Bagaimana tahap- tahapan Midodareni adat Karaton Surakarta? 
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Pertanyaan Wawancara Bersama Kanjeng Ponco (Abdi Dalem) 
1. Bagaimana peran anda dalam acara Midodareni adat Karaton surakarta? 
2. Apakah ada syarat khusus untuk orang yang membawa Kembar Mayang? 
3. Berapa orang yang biasanya di utus untuk membawa Kembar Mayang? 
4. Sejak kapan anda di utus dari Karaton Surakarta sebagai pembawa 
Kembar Mayang? 
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Pertanyaan Wawancara Bersama Kanjeng Triyono (abdi dalem bon darat) 
 
1. Apa saja persyaratan yang terdapat di Midodareni adat Karaton Surakarta? 
2. Apakah ada perbedaan anatara syarat Midodareni dulu dengan sekarang? 
3. Apa peran anda dalam Midodareni adat karaton Surakarta? 
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Pertanyaan wawancara dengan Bu Tinah (Mbok Mban) 
 
1. Hidangan apa saja yang sering anda sajikan di dalam malam Midodareni 
Karaton Surakrta? 
2. Di mana tempat anda memasak saat akan menyajikan hidangan malam 
Midodareni? 
3. Apa peran anda pada saat malam Midodareni adat Karaton Surakarta? 
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Pertanyaan wawancara Bersama Kanjeng Sulaiman (RT Karaton Surakrata 
sekaligus Abdi Dalem Pengwal Raja) 
 
1. Bagaimana peran anda dalam acara tetembungan pernikahan adat Karaton 
Surakarta? 
2. Sejak kapan anda menjadi RT di Karaton Surakarta? 
3. Berapa gaji yang anda peroleh selama menjabat sebagai RT di Karaton 
Surakarta? 
4. Apakah Banyak kasus yang anda selesaikan ketika anda menjabat sebagai 
RT Karaton Surakrta? 
5. Berapa lama anda menjabat sebagai RT karaton Surakarta? 
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Pertanyan wawancara dengan Ng. Sukardi (Abdi Dalem Turget) 
 
1. Bagaimana Susunan raja-raja Karaton Surakarta? 
2. Bagaimana sejarah Karaton Surakarta? 
3. Berapa anak dari Raja- raja Karaton Surakrta terdahulu? 
4. Siapa raja terkahir dari Karaton Surakarta? 
5. Sudah berapa banyak raja menikahkan anaknya? 
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Wawancara Foto 
Kelurahan Baluwarti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara Bersama Kanjeng Sukardi 
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Wawancara dengan Kanjeng Sulaiman 
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Tempat Memasak saat menjelang Malam Midodareni (Mbok Mban ibu Tinah) 
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Tempat Midodareni di Karaton Surakarta 
 
Kraton Surakarta 
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